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ABSTRAK
Kabupaten Simeulue merupakan daerah yang baru berkembang, terdiri atas 1 pulau besar. Perairan
lautnya merupakan bagian dari Samudera Hindia yang memiliki potensi perikanan tangkap yang
sangat tinggi. Sebagian besar nelayan merupakan nelayan skala kecil yang berdiam di pesisir dan
sangat mengandalkan hasil laut. Pemanfaatan sumberdaya ikan membutuhkan kehati-hatian dan
kearifan dalam pengelolaannya. Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simelue
merupakan salah satudaerahyang terkenal dengan sumber daya lautnya yang melimpah. Situasi ini
seharusnya sudah mampu membawa nelayan di Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat, keluar dari
kemiskinan. Penelitian ini berjudul “Panglima Laot dan Pendampingan Masyarakat Nelayan
(Studi Desa Salur, Kec. Tepah Barat, Kab. Simeulue).”Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan qanun tentang Panglima Laut di Desa Salur
Kecamatan Teupah Barat. (2) Apa Kendala dan Tantangan Panglima Laot di Desa Salur
Kecamatan Teupah Barat dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan. Penelitian ini
bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan qanun tentang Panglima Laut di Desa Salur
Kecamatan Teupah Barat dan kendala dan tantangan Panglima Laot di Desa Salur Kecamatan
Teupah Barat dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dasar penelitian model studi kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Qanun Panglima Laut di Desa Salur
Kecamatan Teupah Barat terdiri dari patroli, penyelesaian sengketa antara tengkulak dengan
nelayan, pendampingan masyarakat nelayan, penyuluhan panglima laot terhadap masyarakat
nelayan. Kendala dan tantangan  Panglima Laot di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat dalam
mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan terdiri dari aspek: koordinasi, penyelesaian
perselisihan atau persengketaan, penghubung antara nelayan dengan pemerintah, pemasaran
lobster, pembangunan  Tempat Pelelangan Ikan (TPI), kegiatan-kegiatan pembangunan, dan
melestarikan ekosistem perikanan.
Kata Kunci: Panglima Laot, Pendampingan Masyarakat Nelayan.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia letaknya 
berada di antara dua samudra (Pasifik dan Hindia), memungkinkan Indonesia 
memiliki kesempatan untuk menggali berbagai manfaat ekonomi yang sebesar 
besarnya. Secara historis, sejumlah daerah pesisir Indonesia memang menyediakan 
laut sebagai wilayah kekuasaan daerah setempat yang terdiri dari belasan ribu pulau. 
Kondisi geografis Indonesia sebagai negara bahari (maritim) yang merupakan 
wilayah kepulauan yang sangat menguntungkan karena didukung adanya potensi 
kekayaan laut di wilayah tersebut. Dengan potensi yang demikian besar seharusnya 
masyarakat Nelayan bisa mendapatkan hasil yang cukup bagi nelayan tetapi malah 
sebaliknya nelayan justru sangat minim dan identik dengan kemiskinan. Sebagian 
besar penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir.
1
 
Pengelolaan sumber daya air laut dilakukan sejak dahulu kala, dan dalam 
dekade ini telah meningkat secara pesat. Diperkirakan, seluruh keluaran (output) 
kegiatan ekonomi pemanfaatan sumber daya laut, pertambangan, perikanan, 
pariwisata, dan transpotasi, memberikan kontribusi terhadap Produk Nasional 
Bruto (PNB) sebesar 24% pada tahun 1990, dan 22% Penduduk Indonesia 
bergantung pada perairan laut.
2
 
                                                 
1
 Adrianto L, dkk. Konstruksi Lokal Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Di Indonesia. 
(Bogor: IPB Press. 2011), Hal.7. 
2
 Dahuri, dkk. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. 
(Jakarta: Pradnya Paramita. 2004), Hal.15. 
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Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut masih menghadapi 
kendala klasik berupa: (1) kendala teknis, meliputi tingkat kemiskinan nelayan 
yang tinggi, rendahnya produktifitas, gejala tangkap lebih dan ilegal fishing, 
kerusakan dan pencemaran fisik habitat, konflik penggunaan ruang, minimnya 
pembangunan pulau-pulau kecil, lemahnya penanganan pasca panen dan 
pemasaran serta rendahnya semangat bahari; (2) kedala struktural, meliputi 
kondisi ekonomi makro yang belum kondusif bagi kemajuan perikanan serta 
sistem hukum dan kelembagaan perikanan yang masih lemah.
3
 
Tujuan pembangunan perikanan di Indonesia ini pada prinsipnya memiliki 
dua sasaran pokok yaitu menaikkan produksi dan meningkatkan pendapatan pada 
sektor perikanan. Hal ini sejalan dengan upaya memperbaiki taraf hidup nelayan 
dan meningkatkan produksi perikanan nasional yang secara langsung ataupun 
tidak langsung dipengaruhi oleh faktor modal kerja, pengalaman kerja yang 
dimiliki dan sektor perikanan merupakan bagian dari sumber daya alam yang bisa 
di perbarui. Namun demikian, bukan berarti sumber daya alam yang bisa 
diperbarui ini akan ada terus hasilnya bilah tidak dilakukan pengelolaan secara 
lestari dan berkelanjutan. 
4
 
Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan 
untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada 
kenyataannya masih cukup banyak nelayan yang belum dapat meningkatkan hasil 
tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat. Nelayan 
                                                 
3
 Wingyo Handoko, Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 
dalam Jurnal IJIL FH UI, Edisi Khusus Desember 2004, Hal. 107. 
4
 Iliyas Yusuf dkk, Jurnal Qanun Hukum Adat. (Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, 
2010), Hal. 177. 
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merupakan sosok yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir di setiap hari 
kita temui perdesaan, perkotaan dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan terkadang kita 
sendiri sering bertatap muka dengan nelayan. Permasalahan atau isu utama yang 
dialami masyarakat nelayan adalah penjualan harga ikan tidak stabil sehingga 
masyarakat nelayan tidak bisa memenuhi kesejahteranya, salah satu indikator yang 
sangat mempengaruhi adalah dari segi harga ikan yang rendah, sehingga berdampak 
kemiskinan pada masyarakat nelayan. Pembahasan tentang nelayan dalam tataran 
realitas berdasarkan hasil pengamatan penulis, nelayan dibedakan menjadi: Nelayan 
pemilik (juragan), nelayan penggarap (buruh/pekerja), nelayan kecil, nelayan 
tradisional, nelayan gendong (nelayan angkut).  
 Nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang 
melakukan usaha penangkapan ikan, dengan hak atau berkuasa atas kapal/ 
perahu dan/ atau alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan. 
Nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan 
tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya 
merupakan/ membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan 
upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan. Nelayan tradisional 
adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan 
menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan 
keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah 
penangkapannyapun menjadi terbatas biasanya hanya berjarak 6 mil laut dari 
garis pantai . Nelayan tradisonal ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun 
yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 
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Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional hanya saja dengan 
adanya program modernisasi/ motorisasi perahu dan alat tangkap maka mereka 
tidak lagi semata-mata mengandalkan perahu tradisional maupun alat tangkap 
yang konvensional saja melainkan juga menggunakan diesel atau motor, sehingga 
jangkauan wilayah penangkapan agak meluas atau jauh.  
Nelayan gendong (nelayan angkut) adalah nelayan yang dalam keadaan 
senyatanya dia tidak melakukan penangkapan ikan karena kapal tidak dilengkapi 
dengan alat tangkap melainkan berangkat dengan membawa modal uang (modal 
dari juragan) yang akan digunakan untuk melakukan transaksi (membeli) ikan di 
tengah laut yang kemudian akan dijual kembali. Perangkap kemiskinan yang 
melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-
faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketidak stabilan harga ikan, 
keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan 
yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh 
dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan 
sumberdaya laut secara berlebihan. Oleh sebab itu upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi memerlukan 
kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun kebutuhan 
masyarakat akan berbeda-beda di setiap daerahnya.  
 Selama ini pemerintah terus berupaya membuat berbagai kebijakan 
yang terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Upayah 
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara sosial 
maupun ekonomi. Dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-
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hari para penduduk yang bermukim di daerah pantai tersebut pada umumnya 
memilih pekerjaan sebagai nelayan.  
 Propinsi Aceh merupakan propinsi yang dikelilingi laut dengan jumlah 
penduduk 5.015.234 jiwa (Tahun 2014) dan luas daerah 57.956. km
2
 serta 
terdiri dari 23 Kabupaten, 17 Kabupaten/Kota berada di wilayah pesisir, 
ditambah 6 kabupaten baru. Luas perairan lautnya 395.370 km
2
 dengan 119 
pulau yang panjang garis pantai 1.660 km
2
. Sebalah utara berbatasan dengan 
selat Malaka, selatan berbatasan dengan propinsi Sumatera Utara. Sebelah 
timur berbatasan dengan Selat Malaka dan sebelah barat berbatasan dengan 
Samudera Indonesia.
5
  
Aceh memiliki pola kelembagaan yang menempatkan panglima laot 
sebagai institusi dalam ketentuan/aturan yang lebih luas. Penyerahan 
wewenang ini juga dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Penyerahan otoritas (kewenangan) di bidang kelautan dan perikanan 
kepada Pemerintah Daerah haruslah dipahami bukan sebagai penyerahan 
kepemilikan wilayah perairan laut, melainkan penyerahan otoritas pengelolaan 
semata dalam kerangka otonomi daerah. Panglima laot mempunyai kewajiban 
menetapkan batas-batas ketentuan mengenai sistem pengelolaan sumber daya 
laut dan masalah-masalah pelaksanaan sosial dalam suatu ketetapan melaut. 
Kelembagaan Panglima Laot menjadi lebih kuat dan efektif dengan adanya 
pengakuan secara formal dari pemerintah setempat yaitu dengan diterbitkannya 
Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan 
                                                 
5
 Sitti Zubaidah, “Pengelolaan Wilayah Pesisir Aceh Menuju Perikanan dan Kelautan 
yang Berkelanjutan” dalam Aceh Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan, (Banda Aceh, Pushal 
KP, 2014), Hal. 72. 
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Adat Istiadat. Secara spesifik telah ditetapkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Lembaga Adat yang di dalamnya mengatur wewenang, tugas dan 
fungsi Panglima Laot.  
Secara umum, fungsi Panglima Laôt meliputi tiga hal, yaitu 
mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di 
laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan di 
laut (meupayang) dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial lhôk diatur dalam 
Hukum Adat Laôt, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima Laôt sebagai 
pemimpin persekutuan masyarakat adat. 
Dalam hukum adat ini, diatur pengeluaran izin penangkapan ikan, baik 
yang diberikan oleh Panglima Laôt Lhôk maupun oleh pihak yang telah 
mempunyai hak penangkapan ikan terlebih dahulu di wilayah lhôk tersebut. Akan 
tetapi, perizinan yang dikeluarkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan 
pawang pukat dan geuchik agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang 
berkepentingan di dalamnya. 
Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) 
merupakan hak yang diberikan kepada nelayan-Nelayan Tradisional negara 
tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Perairan 
Kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral.
6
 
Kabupaten Simeulue ini memiliki beberapa pulau kecil dengan ekosisem 
biota laut yang sangat banyak. Laut Simeulue yang berbatasan langsung dengan 
Samudera Indonesia, Hindia dan perairan dunia yang menjadi lintasan jalur 
                                                 
6 Departemen Kelautan dan Perikanan, Analisis Kebijakan tentang Pembentukan Badan 
Hukum, Keamanan dan Keselamatan Laut (Jakarta: DKP, 2008), Hal.7. 
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pelayaran internasional. Kabupaten Simeulue yang dikeliling laut ini mempunyai 
sumber daya alam dalam sektor perikananan yang cukup menjanjikan, seperti 
budidaya ikan laut, budidaya ikan tawar, budidaya rumput laut, budidaya 
tripang dan budidaya lobster atau dalam bahasa pulau disebut “lahok”. Lobster 
atau lahok yang menjadi primadona kebanggaan Simeulue ini mempunyai nilai 
jual yang tinggi. Lobster juga mempunyai protein yang tinggi ini cukup banyak 
peminatnya. Lobster juga di impor keluar daerah bahkan sampai keluar negeri. 
Kabupaten Simeulue merupakan daerah yang baru berkembang, terdiri atas 1 
pulau besar. Perairan lautnya merupakan bagian dari Samudera Hindia yang memiliki 
potensi perikanan tangkap yang sangat tinggi. Sebagian besar nelayan merupakan 
nelayan skala kecil yang berdiam di pesisir dan sangat mengandalkan hasil laut. 
Pemanfaatan sumberdaya ikan membutuhkan kehati-hatian dan kearifan dalam 
pengelolaannya. Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simelue 
merupakan salah satu Kabupaten yang terkenal dengan sumber daya lautnya yang 
melimpah. Situasi ini seharusnya sudah mampu membawa nelayan di Desa Salur, 
Kecamatan Teupah Barat, keluar dari kemiskinan. Namun, pada kenyataannya 
nelayan masih berada pada tekanan kemiskinan. Pertanyaan yang muncul adalah 
mengapa tekanan kemiskinan masih melingkupi kehidupan nelayan Desa Salur.  
Mengingat Panglima Laot di Aceh yang sampai saat ini belum banyak 
diketahui baik wewenang, tugas dan fungsinya oleh masyarakat Simeulue, 
khususnya di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat. Mengikat kondisi 
kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan Desa Salur Kecamatan Teupah Barat 
yang belum bisa dikatakan sejahtera. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan 
menjadikan judul skripsi yaitu: “Panglima Laot dan Pendampingan Masyarakat 
di Desa Salur Kabupaten Simeulue”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan qanun tentang Panglima Laut di Desa Salur 
Kecamatan Teupah Barat.  
2. Apa Kendala dan Tantangan Panglima Laot di Desa Salur Kecamatan Teupah 
Barat dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan.  
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan qanun tentang Panglima Laut di Desa Salur 
Kecamatan Teupah Barat.  
2. Untuk mengetahui kendala dan tantangan Panglima Laot di Desa Salur 
Kecamatan Teupah Barat dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan.  
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik 
secara praktis maupun secara akademis. 
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1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau 
sumbangan pemikiran bagi Panglima Laot maupun pihak-pihak luar secara 
umum dalam hal menangani permasalahan yang dihadapi Masyarakat Nelayan 
Desa Salur.  
2. Secara akademis, dapat menjadi bahan bagi pengembangan Ilmu 
Kesejahteraan Sosial secara nyata dalam mengembangkan bentuk-bentuk 
pelayanan sosial, baik dalam lembaga-lembaga tertentu maupun dalam 
masyarakat luas, khususnya mengenai pentingnya pendampingan sosial bagi 
Masyarakat Nelayan sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara 
nyata di masyarakat, selain itu melatih diri dan mengembangkan pemahaman 
kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah mengenai 
Panglima Laot dan Pendampingan Masyarakat Nelayan. Menerapkan 
pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas Dakwah, Jurusan 
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.  
 
E. Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami 
istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan 
pengertian istilah sebagai berikut: 
a. Panglima Laot 
Panglima Laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-
kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan dan penyelesaian 
sengketa. Secara umum panglima laot memiliki kewenangan yaitu bidang 
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pengembangan dan penegakan adat laot, peraturan, dan pemanfaatan sumber 
daya kelautan dan peradilan adat laot. 
b. Pendampingan 
Pendampingan dapat diartikan sebagai suatu interaksi yang terus-menerus 
antara pendamping dengan anggota kelompok/masyarakat hingga terjadi proses 
perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok/ masyarakat yang 
sadar diri dan terdidik (tidak berarti punya pendidikan formal). 
c. Masyarakat  
Satuan konsep masyarakat nelayan terdiri atas dua unsur, yaitu masyarakat 
dan nelayan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berdomisili di suatu 
wilayah dengan batas-batas tertentu, saling berinteraksi antar sesama warganya, 
memiliki adat-istiadat, norma-norma serta aturan-aturan yang mengatur semua 
pola tingkah laku warganya dan memiliki rasa identitas yang mengingat semua 
anggota masyarakatnya tanpa kecuali.  
d. Nelayan 
Namun dalam tulisan ini konsep nelayan lebih terfokus pada nelayan yang 
melakukan penangkapan ikan di laut dan tinggal di wilayah pesisir.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Penelitian yang Relevan 
1. Penelitian yang dilakukan oleh A. Jufri yang berjudul Revitalisasi peran 
kelemagaan panglima laot dalam pengembangan masyarakat nelayan 
(gampong telaga tujuh kecamatan langsa timur pemerintah kota langsa, 
provinsi nanggroe aceh darussalam) menunjukkan hasil baha peran 
panglima laot di gampong telaga tujuh yaitu: 1. Memelihara dan 
mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat dan istiadat, 2. 
Mengkoordinir setiap penangkapan ikan di laut, 3. Menyelesaikan 
sengketa antar nelayan, 4. Memutuskan dan menyelenggarakan adat laot, 
5. Menjaga/mengawasi agar pohon-pohon tidak ditebang.
1
 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat yang berjudul Peningkatan 
Kapasitas Kelembagaan Nelayan menunjukkan hasil bahwa Bagi internal 
masyarakat nelayan, keberadaan tradisi, kelembagaan dan kearifan lokal 
bersifat fungsional baik Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan 
(Hidayat) secara normatif, regulatif maupun sosial dan ekonomi. Fungsi 
normatif dari tradisi, kelembagaan dan kearifan lokal antara lain menjadi 
pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam relasi sosial dan interaksinya 
dengan lingkungan sosial budaya dan ekologinya. Fungsi regulatifnya 
                                                 
1
 A. Jufri Revitalisasi peran kelemagaan panglima laot dalam pengembangan masyarakat 
nelayan (gampong telaga tujuh kecamatan langsa timur pemerintah kota langsa, provinsi nanggroe 
aceh darussalam). Sekolah Pasca Sarjana Intitut Pertanian Bogor. Bogor 2008. 
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adalah menjadi aturan main yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 
hidup rumah tangga, menjaga integrasi dan sekaligus kontrol sosial.
2
 
3. Penelitian yang dilakukan Sulaiman dengan judul Prospek Hukum Adat 
Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan 
hasil bahwa pelakanaan hukum adat dalam manajemen perikanan harus 
dilakukan melalu mekanisme pengelolaan bersama melibatkan berbagai 
pihak. Masyarakat adat tidak dapat melaksanakannya secara mandiri.
3
 
 
B. Pengertian Panglima Laot 
 Laot, dalam bahasa Aceh, bermakna laut dan panglima adalah pemimpin, 
maka panglima laut dapat diterjemahkan sebagai pemimpin kelautan. Dalam hal 
ini panglima laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan 
yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat/areal 
penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar nelayan. Secara 
umum panglima laot memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan dan 
penegakan hukum adat laot, peraturan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan 
peradilan adat laut.
4
 
Panglima Laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-
kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan dan penyelesaian 
sengketa. Secara umum panglima laot memiliki kewenangan yaitu bidang 
                                                 
2
 Hidayat. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan. Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. 
XVII, No. 1 Februari 2013: 43-58. 
3
 Sulaiman. Prospek Hukum Adat Laut dalam Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Pidie 
Jaya Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013. 
4
 Tim Peneliti IAIN Ar-raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Propinsi NAD, Kelembagaan 
Adat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2006), Hal. 82. 
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pengembangan dan penegakan adat laot, peraturan, dan pemanfaatan sumber 
daya kelautan dan peradilan adat laot.
5
 
Panglima Laot merupakan suatu institusi adat yang berwewenang 
mengatur tentang tata cara penangkapan ikan di laut. Panglima Laot selain 
sebagai institusi juga sebagai seorang ketua lembaga itu sehingga orang 
menyebut mereka sebagai Panglima Laot. Dalam peran dan fungsinya, 
Panglima Laot berwenang mengatur segala urusan/tatacara adat laot dalam hal 
hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penangkapan ikan dan dan 
penjualanya sampai ke tingkat pasar.
6
 
 
C. Sejarah Singkat Panglima Laot 
Panglima Laot merupakan suatu institusi Adat yang mengatur tentang 
tata cara pengelolaan dan penangkapan ikan seperti, meupayang (pukat), 
menjaring, memancing ikan di laut dan lainnya. Panglima Laot selain sebagai 
institusi juga sebagai seorang ketua lembaga itu sehingga orang menyebut 
mereka sebagai Panglima Laot. Panglima laot adalah pemimpin nelayan yang 
secara hukum adat laut (hukum adat laot) bertugas mengkoordinasikan satu 
atau lebih wilayah operasional nelayan, dan minimal dalam satu pemukiman 
nelayan yang beroperasi di wilayah pesisir dan lepas pantai.
7
 
                                                 
5 M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial, Budaya, dan Adat Istiadat Masyarakat Aceh, (Grafindo 
Yogyakarta, Litera Media, 2016), Hal. 66. 
6
 Badruzzaman Ismail. Sistem Budaya Adat Aceh dalam Pembangunan Kesejahteraan 
(Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian), (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh MAA, 2008), Hal. 251. 
7
 Muhammad Sadri Sugra, Makalah Hubungan Tingkat Partisipasi dalam Panglima Laot 
terhadap Tingkat Taraf Hidup Rumahtangga Nelayan Tradisional (Kasus: Desa Lambada Lhok, 
Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar), 2014. Hal. 2. 
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Menurut literature sejarah, keberadaan institusi panglima laot telah ada 
sejak 400 tahun yang lalu, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar 
Muda (1607-1636) yang memerintah kerajaan Islam Aceh.
8
 Pada masa 
kerajaan Panglima Laot bertugas, pertama, memungut cukai pada kapal-kapal 
yang singgah di pelabuhan dan kedua memobilisasi rakyat terutama para 
nelayan untuk ikut berperang. 
Pada masa lalu, Panglima Laot merupakan perpanjangan kedaulatan 
Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam mengambil keputusan, Panglima 
Laot berkoordinasi dengan uleebalang, yang menjadi penguasa wilayah 
administratif.
9
 Struktur kelembagaan Panglima Laot bertahan selama masa 
penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga 
sekarang. Struktur ini mulanya dijabat secara turun temurun, meski ada juga 
yang dipilih dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang 
kemaritiman. 
Panglima laot pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 
memiliki 2 tugas yaitu memobilisasi peperangan dalam rangka melawan 
penjajahan dan memungut cukai (pajak) dari kapal-kapal yang singgah pada 
tiap-tiap bandar atau pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah perairan 
Aceh. Dalam perjalanan selama kurang lebih 400 tahun itu, panglima laot 
yang merupakan warisan endatu masih selalu hidup dalam pergaulan 
masyarakat nelayan di Aceh, tetapi seiring dengan perubahan peta 
perpolitikan pada masa penjajahan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan 
                                                 
8
 Adli Abdullah M., dkk, Selama Kearifan Adalah Kekayaan; Eksitensi Pangliam Laot 
Dan Hukum Adat Laot di aceh, Cet. I, Panglima Laot Aceh , (Banda Aceh, 2006), Hal.7. 
9 Adli Abdullah M., dkk, Selama Kearifan….., Hal.7. 
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pasca MoU Helsinki telah terjadi pergeseran peran, fungsi dan tugas, 
wewenang panglima laot.  
Berdasarkan perjalanan sejarahnya, maka setelah kemerdekaan Republik 
Indonesia, tugas dan wewenang panglima laot selanjutnya mulai bergeser 
menjadi, pertama sebagai pengatur tata cara penangkapan ikan di laut atau dalam 
istilah hukum adat laut seperti, meupayang (pukat), menjaring, memancing ikan 
di laut dan lainnya dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut. 
Kenyataan demikian, membuat panglima laot masih tetap mempertahankan 
statusnya sebagai penegak hukum adat laot dan masih sangat dihargai oleh 
masyarakat nelayan di Aceh.
10
 
John Kurien seorang profesor antropologi dan fisheries advisor di FAO 
Banda Aceh dalam survei terhadap panglima laot pada tahun 2007 
mengindikasikan bahwa penghormatan terhadap panglima laot dari nelayan masih 
sangat tinggi. Setidaknya dalam periode 10 tahun terakhir belum ada sengketa 
hukum adat antar nelayan yang terjadi dilaut yang dilaporkan kepada panglima 
laot maupun pihak berwajib. Ini menunjukkan betapa hukum adat laot masih 
sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat nelayan di Aceh. 
Struktur organisasi vertikal Panglima Laot mulai ditata pada Musyawarah 
Panglima Laot se Aceh di Banda Aceh pada Juni 2002. Panglima Laot di tingkat 
lhok, disingkat Panglima Lhok, bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan 
dan persengkataan nelayan di tingkat lhok. Bila perselisihan tidak selesai di 
tingkat lhok, maka diajukan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Panglima Laot 
                                                 
10
 Ibid. Hal.57. 
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Kabupaten, yang disebut Panglima Laot Chik atau Chik Laot. Selanjutnya bila 
perselisihan mencakup antar kabupaten, provinsi atau bahkan internasional, akan 
diselesaikan di tingkat provinsi oleh Panglima Laot Provinsi. 
Pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di mana 
kerajaan sudah dileburkan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
tugas panglima laot mulai bergeser menjadi mengatur tata cara penangkapan 
ikan di laut, bagi hasil dan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi 
pelanggaran dilaut. Tetapi dari masa itu sampai dengan tahun 1982, panglima 
laot masih berdiri secara sendiri-sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing, 
baik di desa, mukim ataupun kecamatan atau dikenal dengan Panglima Laot 
Lhok/ kuala/ dermaga tempat bersandar atau berlabuh boat atau perahu 
nelayan. Saat itu panglima laot belum begitu dikenal oleh orang banyak. 
Tahun 1982, di Kota Langsa, Aceh, di gelar suatu pertemuan antar 
panglima laot lhok se Aceh. Pertemuan ini kemudian menyetujui pembentukan 
Panglima Laot kabupaten. Panglima laot kabupaten diberi kewenangan untuk 
menyelesaikan sengketa nelayan yang terjadi antar 2 panglima laot lhok yang 
tidak dapat diselesaikan oleh panglima laot lhok tetapi bukan sifatnya banding 
seperti pengadilan biasanya. 
Pada tahun 2000, di Banda Aceh dan Sabang dilaksanakan pertemuan 
serupa. Pertemuan-pertemuan itu menyepakati ada satu Panglima Laot lagi di 
tingkat provinsi. Maka dibentuklah Panglima Laot Aceh. Sejak di bentuk, 
panglima laot Aceh diberi tugas untuk mengkoordinasikan hukum adat laot, 
menjembatani kepentingan nelayan dengan pemerintah dan mengadvokasi 
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kebijakan kelautan dan perikanan termasuk advokasi hukum dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh termasuk bagi nelayan yang terdampar. 
Pasca tsunami 24 Desember 2004, tahun 2006 panglima laot mendapat 
pengakuan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (pasal 
98 – 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf e), kemudian Undang-undang tersebut 
dijabarkan kedalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan 
Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang 
Lembaga Adat. Pada tahun yang sama panglima laot diterima menjadi anggota 
World Fisher Forum People (WFFP) pada tahun 2008.
11
 
 
D. Dasar Perundang-undangan atau Qanun Tentang Panglima Laot 
Struktur adat ini mulai diakui keberadaannya dalam tatanan 
kepemerintahan daerah sebagai organisasi kepemerintahan tingkat desa di 
Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1977 (Surat Keputusan Bupati Aceh Besar No. 
1/1977 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh 
Besar). Akan tetapi, fungsi dan kedudukannya belum dijelaskan secara detail. 
Pada tahun 1990, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh menerbitkan 
Peraturan Daerah No. 2/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat 
Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat, yang 
menyebutkan bahwa Panglima Laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, 
kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. 
                                                 
11
 Ibid, Hal. 62.  
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Pasca tsunami 24 Desember 2004, tahun 2006 Panglima Laot mendapat 
pengakuan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(UUPA, pasal 98 – 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf e), kemudian Undang-undang 
tersebut dijabarkan kedalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan 
Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang 
Lembaga Adat. Pada tahun yang sama, Panglima Laot diterima menjadi anggota 
World Forum of Fisher People (WFFP) pada tahun 2008. 
Panglima Laot merupakan suatu institusi Adat yang mengatur tentang tata 
cara meupayang/penangkapan ikan di laut. Panglima Laot selain sebagai institusi 
juga sebagai seorang ketua lembaga itu sehingga orang menyebut mereka sebagai 
Panglima Laot.
12
 
 
E. Wewenang, Tugas dan Fungsi Panglima Laot  
Panglima Laot adalah orang yang berwenang mengatur segala 
urusan/tatacara adat laot dalam hal hak dan kewajiban yang berkaitan dengan 
penangkapan ikan dan penjualannya sampai ke tingkat pasar.
13
  Kelembagaan 
panglima laot merupakan tatanan yang dibuat oleh masyarakat dalam menjalankan 
tiga fungsi,  yakni fungsi religi,  ekonomi dan sosial.   
Peran Panglima Laot sangat strategis dalam rangka pemanfaatan dan 
pengelolaan sumber daya laut secara bijaksana agar ketiga fungsi tersebut laut 
dapat tereksplorasi secara optimal dan seimbang. Sementara peranan kelembagaan 
                                                 
12
Muttaqin Mansur, Panglima Laot Pasca UUPA (Online),  
http://www.panglimalaotaceh.org/artikel/panglima-laot-pasca-uupa, (Diakses 16 November 2016) 
13
Badruzzaman Ismail, Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan 
(Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian), (Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) NAD, 2008), 
Hal. 251. 
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Panglima Laot sebagai bentuk kearifan lokal berperan erat dengan masyarakat 
lokal untuk keberhasilan pengelolaan perikanan tangkap skala kecil di Desa Salur 
dan  peningkatan sistem informasi untuk nelayan, pembuatan sistem data dan 
informasi perikanan tangkap terpadu,  standarisasi terhadap armada perikanan 
skala kecil untuk peningkatan produktivitas alat tangkap dan mutu ikan dan 
peningkatan pengetahuan nelayan.  
Panglima Laot berada di luar struktur organisasi pemerintahan, tetapi 
bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat (Gubernur, Bupati, Camat, 
Kepala Desa/Geuchik). Wilayah kewenangan seorang Panglima Laot tidak 
mengacu pada wilayah administrasi pemerintahan, melainkan berbasis pada 
satuan lokasi tempat nelayan melabuhkan perahunya, menjual ikan atau 
berdomisili yang disebut Lhok. Lhok biasanya berupa pantai atau teluk, bisa 
mencakup wilayah seluas sebuah desa/gampong, beberapa desa/gampong, 
kecamatan/mukim, bahkan satu gugus kepulauan.  
Pada masa lalu, kewenangan adat Panglima Laot meliputi wilayah laut dari 
pantai hingga jarak tertentu yang ditetapkan secara adat, yaitu ke darat sebatas 
ombak laut pecah dan ke laut lepas sejauh kemampuan sebuah perahu pukat 
mengelola sumber daya kelautan secara ekonomis. Seiring perkembangan 
teknologi perikanan, wilayah penangkapan ikan nelayan makin meluas dan 
melampaui batas-batas wilayah tradisional dalam lhok, melintasi batas antar 
kabupaten, provinsi bahkan hingga perairan internasional. Untuk mengantisipasi 
konflik antar lhok, dibentuklah Panglima Laot tingkat Kabupaten dan Provinsi. 
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Adapun Wewenang, Tugas dan Fungsi Panglima Laot secara terperinci 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Wewenang panglima laot : 
a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk 
menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut ; 
b. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan 
nelayan; 
c. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot lhok atau 
nama lain; dan 
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber 
daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk 
peningkatan kesejahteraan nelayan. 
2. Tugas Panglima Laot yakni : 
a. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan 
hukum adat laot; 
b. Membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan; 
c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan 
sesuai dengan ketentuan hukum adat laot; 
d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut; 
e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan 
f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal ; 
g. Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan 
bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain; dan 
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h. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot. 
3. Fungsi Panglima Laot antara lain : 
a. Sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan; 
b. Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan;  
c. Sebagai mitra Pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan 
perikanan dan kelautan.
14
 
 
F. Peran Kelembagaan Panglima Laot  dalam Masyarakat Nelayan  
Peran adalah pola tingkah laku yang sangat tergantung pada posisi sabjek 
saat melakukan interaksi sosial dengan objek. Peran yang berbeda membuat jenis 
tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai 
dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif independent (bebas) 
pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.   
Kelembagaan Panglima Laot merupakan kelembagaan yang ada pada 
masyarakat pesisir. Panglima Laot adalah seorang pemimpin nelayan yang secara 
hukum adat laut bertugas mengkoordinasi satu atau lebih wilayah operasional 
nelayan, dan minimal satu pemukiman nelayan. Dengan demikian tugas dan 
tanggung jawab Panglima Laot di antaranya mengawasi dan memelihara 
pelaksana hukum adat laut, menyelesaikan berbagai pertikaian sehubungan 
dengan penangkapan ikan dan menyelenggarakan upacara-upacara adat laut, dan 
lainnya.   
                                                 
14
 Profil Panglima Laot Aceh (Online), http://www.panglimalaotaceh.org/wewenang-
tugas-dan-fungsi, (Diakses: 16 November 2016) 
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Panglima Laot merupakan pimpinan tertinggi yang mengatur tentang 
usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang dapat/boleh dilakukan oleh masyarakat 
nelayan
15
. Menurut Snouck Hurgronye mengenai struktur Panglima Laot hanya 
ada dua tingkatan, yaitu Panglima Laot Lhok dan  Panglima Laot. Sementara itu 
pada tingkat berikutnya Panglima Laot Lhok sering disingkat/disebut menjadi 
Panglima Lhok atau Panglima Laot, yang mempunyai wilayah tanggung jawab 
terbatas pada wilayah Lhok. Wilayah Lhok adalah suatu wilayah pesisir di mana 
nelayan berdomisili dan sebagian besar melakukan usaha penangkapan ikan atau 
bermata pencaharian utama menangkap ikan di laut. Wilayah tersebut dapat terdiri 
dari satu wilayah pantai yang melingkupi beberapa gampong atau wilayah satu 
kemukiman ataupun satu kepulauan yang berpenduduk jarang
16
.  
Tugas Panglima Laot tingkat Kabupaten/Kota antara lain adalah 
menyelesaikan sengketa tentang kegiatan mencari ikan di laut, perselisihan 
tentang adat (hukum adat) laut antara Panglima Laot Lhok dan Pawang Laot 
yang tidak terselesaikan pada tingkat Panglima Laot Lhok,  dan  perkara 
antara para nelayan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pawang Pukat atau  
Pawang Laot setempat ataupun oleh Panglima Laot Lhok. Tugas utama 
lainnya adalah mengatur kenduri laot bersamaan dengan nelayan dibawah 
koordinir Panglima Laot Lhok
17
. 
                                                 
15
 Mahmud Main, Kehidupan Masyarakat Nelayan di Gampongan Aceh, (Banda Aceh: 
P3IS, 1992), Hal. 31. 
16 Nyak Pha, Hakim, Panglima Laôt Peranannya Dalam Lembaga Adat Laôt (makalah), 
(Banda Aceh, Lembaga hukum Adat Laôt/Panglima Laôt Daerah Istimewa Aceh, 2001), Hal. 20.  
17
 Ibid, Hal. 22 
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Peran (role) adalah komponen perilaku nyata yang disebut norma
18
. 
Norma-norma adalah harapan dan kebutuhan perilaku yang sesuai dengan untuk 
suatu peranan tertentu. Tiap-tiap peran berhubungan dengan suatu identitas yang 
menggambarkan individu dalam hal, bagaimana mereka harus bertindak dalam 
situasi khusus. Bila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 
kedudukan maka seseorang akan menjalankan perannya. Dengan demikian yang 
dimaksud dengan peran Panglima Laot dalam masyarakat nelayan, adalah seorang 
pemimpin yang terdapat legitimasi adat tersebut. Hampir semua aspek 
kenelayanan berada dibawah Panglima Laot
19
.  
Pada pasal 1 ayat 14 Peraturan Daerah berisi tentang peran  Panglima Laot 
dalam masyarakat nelayan. Panglima Laot adalah orang yang memimpin adat, dan 
kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa. 
Sementara itu, hasil musyawarah Panglima Laot Se-Aceh yang dilaksanakan pada 
tanggal 6-7 Juni 2000, menghasilkan enam keputusan tentang peran kelembagaan 
Panglima Laot yaitu
20
:  
1. Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat dan istiadat.  
2. Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut.  
3. Menyelesaikan perselisihan/sengketaan yang terjadi di antara sesama 
anggota nelayan atau kelompoknya.  
4. Memutuskan dan menyelenggarakan upacara adat Laot.  
5. Menjaga/mengawasi agar pohon-pohon ditepi pantai jangan ditebang.  
                                                 
18
 Arfan Iksan dan Muhammad Ishak, Akuntasi Keperilakuan, Edisi Pertama, (Jakarta: 
Selemba Empat, 2005), Hal.44. 
19 Nyak Pha, Hakim, Panglima Laôt ….., Hal. 20. 
20
 Ibid, Hal. 24. 
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6. Merupakan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan 
Pawang Laot dengan Pawang Laot lainnya .   
 
G. Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir  
  Definisi wilayah pesisir di Indonesia masih belum jelas. Namun kalau kita 
mengacu pada definisi internasional, wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara 
laut dan daratan, ke darat mengcakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan 
air laut atau pasang surut dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua
21
.  
Wilayah pesisir dan lautan dari konsep wilayah bisa termasuk dalam empat 
wilayah
22
. Pertama, sebagai wilayah homogen yaitu; merupakan wilayah pesisir yang 
memproduksikan ikan, namun bisa juga dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat 
pendapatan penduduk yang tergolong dibawah garis kemiskinan.  
Kedua, sebagai wilayah nodal yaitu; wilayah pesisir seringkali sebagai 
wilayah pesisir belakang, sedangkan daerah perkotaan sebagai intinya. Bahkan 
seringkali wilayah pesisir dianggap sebagai halaman belakang, yang merupakan 
tempat membuang limbah. Sebagai wilayah belakang, pesisir sebagai input (pasar 
input) bagi inti, dan merupakan pasar bagi barang-barang jadi (output).
23
  
Ketiga, sebagai wilayah administrasi yaitu; wilayah pesisir dapat 
merupakan wilayah administrasi yang relatif kecil seperti kecamatan atau 
gampong, namun juga dapat berupa Kabupaten/Kota, pada Kabupaten/Kota yang 
merupakan pulau kecil. Keempat, sebagai wilayah perencanaan yaitu; batas 
                                                 
21 Budiharsono, Sugeng. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. 
(Jakarta: Pradnya Pramita, 2001), Hal. 21. 
22 Ibid, Hal. 21. 
23 Ibid, Hal.27. 
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wilayah pesisir lebih ditentukan dengan kriteria ekologi. Karena menggunakan 
batasan kriteria ekologi tersebut, maka batas wilayah pesisir sering melewati 
batas-batas satuan wiayah admistratif
24
. 
Nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamannya dari usaha 
menangkap ikan di laut. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan 
egiatan menangkap ikan, baik secara langsung seperti para penebar dan perakit 
jaring, dan secara tidak langsung seperti juru mudi perahu layar, nakhoda kapal 
ikan bermotor, marsinis kapal, koki kapal penangkapan ikan sebagai mata 
pencaharian. Nelayan harus melengkapi dirinya tentang pengetahuan mengenai 
ciri-ciri dan cara hidup dari berbagai jenis ikan, nelayan harus mempunyai suatu 
pengetahuan yang lebih teliti mengenai sifat-sifat laut, angin, arus, dan mengenai 
bintang-bintang di langit untuk menjadi pedoman dalam mengemudikan 
perahu/kapal. Pengetahuan nelayan tentang alam lingkungan, sebenarnya ada ciri 
kesamaan bagi nelayan tentang alam lingkungan, sebenarnya ada ciri kesamaan 
bagi nelayan Indonesia pada khususnya dan nelayan Asia Tenggara pada 
umumnya. Kesamaan itu sebagai berikut :  
  Para  nelayan  sering  menggunakan   metode-metode ilmu   gaib  untuk 
menambahkan metode-metode teknologi yang nyata. Hal ini malahan mendapat 
kesan bahwa suku-suku bangsa nelayan secara lebih intensif mempergunakan 
metode ilmu gaib dalam ilmu dukun, bila dibandingkan dengan suku-suku bangsa 
yang hidup dari berburu. Hal ini mungkin  karena mencari ikan itu rupanya 
merupakan suatu mata pencaharian hidup yang pada dasarnya mengandung lebih 
                                                 
24
Ibid, Hal.27. 
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banyak bahaya dan resiko dari pada berburu, atau mata pencaharian hidup lain 
seperti bercocok tanam dan beternak . 
Dalam himpunan masyarakat memiliki tingkatan lapisan sosial tersendiri. 
Tingkatan sosial itu juga ditemukan dalam masyarakat nelayan yang umumnya 
kelompok masyarakat ini adalah nelayan. Kusnadi. menggambarkan bahwa 
penggolongan tingkatan sosial dalam masyarakat nelayan ini dapat ditinjau dari 
tiga sudut pandang.
25
  
Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan 
penangkapan, seperti perahu, jaring, dan perlengkapan lainnya. Secara struktural, 
masyarakat nelayan ini dapat dibagi dua katagori, yaitu nelayan pemiliki alat 
produksi dan nelayan buruh. Nelayan buruh ini adalah masyarakat nelayan 
golongan bawah yang tidak memiliki alat-alat produksi, mereka hanya golongan 
masyarakat yang menyumbang jasa dan tenaganya dengan memperoleh hak yang 
sangat terbatas. Mereka indentik dengan buruh tani dalam masyarakat pertanian 
(agraris). Secara kuantitatif, dalam sebuah gampong nelayan di Aceh jumlah 
nelayan buruh lebih besar dibandingkan dengan nelayan golongan menengah ke 
atas yang memiliki alat-alat produksi penangkapan.
26
  
Kedua, penggolongan masyarakat nelayan berdasarkan tingkat investasi 
modal. Berdasarkan tingkat investasi modal nelayan dibagi dalam dua golongan, 
yaitu nelayan besar dan nelayan kecil. Dikatakan nelayan besar karena modal 
yang diinvestasikan dalam usaha perikanan itu relatif lebih banyak dibandingkan 
dengan nelayan kecil yang hanya menjual jasa dan tenaga kepada nelayan yang 
                                                 
25
Kusnadi, Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, (Bandug: Humaniora, 2006), Hal. 
34. 
26 Ibid, Hal.34. 
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bermodal besar dengan memperoleh upah harian, mingguan, atau secara 
bulanan.
27
  
Kemudian dari sudut pandang ketiga, penggolongan tingkatan sosial 
dalam masyarakat nelayan, ini juga terjadi akibat pengaruh teknologi yang 
membentuk masyarakat nelayan modern dan masyarakat nelayan tradisional. 
Disebut nelayan modern karena mereka menggunkan alat penangkapan teknologi 
canggih dibandingkan masyarakat tradisional yang menggunakan alat 
penangkapan secara alamiah. Secara kuantitatif, jumlah nelayan modern memang 
relatif lebih kecil dibandingkan nelayan tradisional. Namun dalam kedudukan 
sosialnya pengaruh nelayan modern atau nelayan besar (pemilik modal) ini jauh 
lebih besar terhadap nelayan tradisional atau nelayan kecil.
28
  
Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multi 
dimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan sebuah solusi yang 
menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Untuk mengetahui akar permasalah 
yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan nelayan terdapat beberapa 
penyebab kemiskinan nelayan, beserta upaya penanggulangannya :
29
 
a.  Tingkat Pendidikan Nelayan 
Pada umumnya Masyarakat Nelayan yang miskin belum banyak 
tersentuh teknologi modern, akibat kualitas sumber daya manusia rendah 
sehingga tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah. 
Diakibatkan minimnya tingkat pendidikan nelayan sehingga tidak 
                                                 
27 Ibid, Hal.34. 
28 Ibid, Hal.35. 
29 Ibid, Hal.136. 
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berbanding lurus dengan teknologi yang  dapat menghasilkan pendapatan 
para masyarakat nelayan.
30
 
b.  Pemasaran Hasil Tangkap 
 Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa melakukan penjualan 
hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga yang jauh di 
bawah harga pasaran.
31
  
c. Pola Kehidupan Nelayan 
 Pola hidup konsumtif menjadi masalah laten  pada masyarakat 
nelayan, dimana pada saat  penghasilan banyak, tidak ditabung untuk 
persiapan  paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli 
kebutuhan sekunder.
32
  
d. Program Pemerintah yang belum Memihak Nelayan 
 Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, 
banyak kebijakan terkait  penanggulangan kemiskinan bersifat top 
down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. 
Kebijakan yang pro nelayan mutlak diperlukan, yakni sebuah kebijakan 
sosial yang akan mensejahterakan masyarakat dan kehidupan nelayan.
33
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 Ibid, Hal.136. 
31 Ibid, Hal.137. 
32 Ibid, Hal.137. 
33 Ibid, Hal.138. 
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H. Pendampingan 
1. Pengertian Pendampingan 
Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah 
dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber 
daya manusia, sehingga mampu mengindentifikasikan dirinya sebagai bagian dari 
permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan 
masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh 
keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan 
pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. menguraikan bahwa pendampingan 
merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program 
pemberdayaan masyarakat.
34
 Keterlibatan masyarakat sebagai sumber daya manusia 
untuk memberdayakan dirinya, merupakan potensi untuk mencapai tujuan 
masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. 
Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat 
dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya 
mendiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan kearah peningkatan 
kapasitas produktivitas masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa pendampingan 
berintikan sebagai upaya menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai 
potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih 
baik.
35
 
                                                 
34 Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ( Bandung: 
PT. Refika Aditama, 2005), Hal.93. 
35Departemen Kehutanan RI. Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan. 
(Jakarta, 2004), Hal.2. 
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Kutipan di atas memperlihatkan bahwa pendampingan bukan saja dilakukan 
oleh tenaga pendamping atau petugas lapangan kepada masyarakat tetapi juga 
dibutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai potensi utama untuk dikembangkan dan 
mengembangkan diri. Karena masyarakat lebih mengetahui apa yang dimiliki dan 
apa yang menjadi permasalahannya.  
2. Unsur-Unsur Pendampingan 
a. Tokoh lokal, yaitu pemimpin lokal yang bertindak untuk menggerakkan dan 
mendayagunakan potensi KUBE. Pemimpin lokal ini bisa tokoh 
agama,pekerja sosial, pemimpin formal maupun informal. 
b. Kelompok swadaya masyarakat, dalam hal ini adalah KUBE yang akan 
menjadi sasaran sekaligus pelaku. 
c. Dana masyarakat (keswasembadaan) 
d. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekitar lingkungan. 
e. Pengetahuan dan kearifan lokal, artinya pendampingan perlu memperhatikan 
keunikan lokal. 
f. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan, termasuk 
didalamnyapenggunaan teknologi tepat guna. 
g. Mitra usaha nasional dan lokal/ setempat yang dapat diajak ikut serta dalam 
memberikan jaminan lapangan kerja, pendampingan usaha Ekonomi, 
bimbingan teknis, akses pasar, jaminan sosial, dan sebagainya. 
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I. Panglima Laot dan Pendampingan Masyarakat Nelayan 
Sejarah Panglima Laot, sudah berlangsung sejak Sultan Iskandar Muda.  
Van  Vollen Hoven, menyebutkan Panglima Laot sudah diatur secara  resmi 
dalam negara, yang mengatur wilayah  penangkapan ikan atas dasar surat sultan.
36
 
Berdasarkan pandangan Van Vollen Hoven tersebut, menggambarkan 
bahwa Panglima Laot adalah salah satu lembaga resmi yang diatur oleh 
negara (kesultanan). Pada waktu  tersebut, sudah ada peraturan yang 
mengatur seberapa jauh nelayan dapat beroperasi untuk menangkap ikan laut. 
Sultan memberi surat kepada para Ulee-Balang (setingkat bupati/ walikota 
kini) untuk menetapkan hukum adat laut dan sekaligus mengangkat seorang 
Panglima Laot.   
Gambaran ini menunjukkan bahwa keberadaan panglima laot diakui 
dan dilindungi hukum negara. Konsekuensi dari diakuinya segala norma 
hukumnya wajib dipatuhi oleh anggota masyarakat yang berada di bawah 
kekuasaan Sultan. Merunut perjalanan sejarah,  keberadaan Lembaga Hukom 
Adat Laot atau Panglima Laot sudah ada sejak abad ke-14. Sebagaimana sudah 
dijelaskan di atas, bahwa pada masa lalu, Panglima Laot adalah perpanjangan 
tangan sultan dalam rangka menunaikan dua hal, yakni: Pertama, memungut 
cukai dari kapal-kapal dagang di pelabuhan; Kedua, memobilisasi rakyat 
dalam peperangan.
37 
Pada  masa Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Daudsyah (1878-
1939),  yang   diangkat  menjadi  Panglima  Laot   (amir  ul-bahr) Kerajaan 
                                                 
36
Teuku Djuned, Kedudukan Panglima Laot dalam Hukum Positif di Indonesia, Makalah 
Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh di Sabang, 19-20 Maret 2001. Hal. 15. 
37 Ibid, Hal.15. 
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Aceh  adalah Teuku Umar Johan Pahlawan pada  1886. Atas nama Panglima 
Laot, ia mengutip pajak $0,25 per pikul untuk Sultan yang berkedudukan di 
Keumala. Selain itu, dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh yang terakhir yang 
dikeluarkan  pada tahun 1270H (1854M), Panglima Laot takluk di bawah 
Hukum Laksamana.
38
  
Oleh Snouck Hurgronje yang menjabat sebagai Penasehat Residen 
Hindia Belanda di Aceh, dikatakan Panglima Laot bukan lagi perpanjangan 
tangan Sultan, tapi mengatur adat istiadat, praktik kenelayanan, dan 
kehidupan sosial yang terkait di sebuah wilayah.
39
 Namun dalam perjalanan 
kemudian, seiring dengan perubahan zaman, peran Panglima Laot ini  terus 
mengalami pergeseran. Hal ini, salah satunya disebabkan oleh  kondisi 
sosial-budaya-politik yang  juga terus mengalami perkembangan. 
Jadi panglima laot lhok adalah“ kepala sebuah lhok atau kuala teluk yang 
mengepalai sejumlah pukat ikan dan dipilih dari pawang pukat  dengan 
persetujuan kepala negeri”. Menurut Djuned, lembaga Panglima Laot mempunyai 
wilayah dan batasan-batasan yang jelas, warga dan kewenangan membuat adat 
dan mengatur warga serta mengadakan peradilan untuk menegakkan adat.
40
 
Sebenarnya pergeseran peran Panglima Laot  telah terjadi pada fase kolonial 
Belanda.  
Panglima  laot merupakan pembantu imeum mukim dalam bidang laot 
(nelayan). Ia merupakan pimpinan nelayan yang berada dalam wilayah  kekuasaan 
masing-masing. Seorang yang dipilih dan diangkat sebagai  panglima  laot  
                                                 
38 Anthony Reid, Asal Mula Konflik Aceh, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), Hal.282. 
39
 Ibid, Hal.282. 
40
Teuku Djuned, Kedudukan Panglima ….., Hal. 18.  
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disamping memiliki keahlian dibidang kelautan juga diperhatikan faktor 
kepemimpinan dan karismanya. Jabatan panglima laot biasanya tanpa ada batas 
waktu tertentu  selama ia   masih dipercayakan  untuk  memimpin  para nelayan 
dalam  kegiatan turun ke laut.  
Panglima laot merupakan koordinator kegiatan yang berhubungan dengan 
mata pencaharian hidup di laut bersama   pawang  laut  di wilayahnya. Panglima 
laot  memimpin penyelenggaraan  adat yang berlaku dibidang penangkapan ikan 
di laut termasuk  mengatur tempat/areal penangkapan ikan, penambatan perahu 
dan penyelesaian sengketa bagi hasil. Jabatan panglima laut tidak dapat selalu 
dikaitkan dengan batas-batas mukim karena batas kewenangan seorang panglima 
laut didasarkan kepada batas pantai antara muara dengan sungai. 
Pemangku jabatan  ini dipilih  oleh warga nelayan pemukiman suatu   
wilayah   hukum   adat   laut.   Sementara   itu   mereka  yang tergolong   dalam   
warga   nelayan  adalah   pawang   laut,   pawang pukat,   aneuk   pukat, dan   
aneuk   jalo kawe, merekalah   yang memilih  calon panglima laut yang kemudian 
diusulkan oleh mukim untuk diangkat menjadi panglima laut. 
Di samping   itu   ada  jabatan   jabatan   lain  yang  tidak   dimiliki 
disetiap   mukim  karena  sangat  tergantung dengan letak  giografis wilayahnya.  
Jabatan jabatan  itu  dimasukkan ke dalam lembaga-Iembaga khusus yaitu:
41
 
a.  Peutua Seuneubok 
Adalah  pemimpin  adat  yang  mengatur   ketentuan   tentang pembukaan 
lahan pertanian / perkebunan.
42
 
                                                 
41
 Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Sejarah Keberadaan Gampong di 
Kabupaten Aceh Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Suwa No.7:2005). Hal. 82. 
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b.  Haria Peukan 
Di setiap  kemukiman  terdapat  sebuah  peukan  (pasar)  yang merupakan   
tempat   aktifitas perekonomian   rakyat. Peukan  ini diadakan   dalam   satu   
minggu   sekan  yang   harinya  tidak   sama diantara masing-masing  mukim. 
Ada pada hari senin, selasa, rabu, dan  seterusnya.  Dalam  Bahasa Aceh 
disebut  "Uroe  Gantho  Uroe Peukan".  Pada hari  itu  semua  penduduk  
datang  ke  pasar  untuk membeli  semua  kebutuhan  hidup  untuk  keperluan  
satu  minggu. Pada hari  itu  pula kegiatan ekonomi dilakukan  seperti  jual  
beli ternak, penagihan/ pembayaran hutang, berkumpul sesama sahabat, dan 
lain-lain.  Haria peukan adalah orang yang  mengatur ketertiban,  keamanan 
dan kebersihan pasar serta  memungut  uang adat (retribusi).
43
 
Pendampingan membantu masyarakat baik individu maupun kelompok 
untuk menemukan kemampuan yang ada pada diri mereka. Dan kemungkinan  
mereka  agar  mendapatkan  kecakapan  untuk mengembangkan kemampuan itu 
hingga mencapai pemenuhan. Dalam hal ini pendampingan dilakukan demi untuk 
kepentingan pihak yang didampingi bukan kepentingan orang yang 
mendampingi atau mencari keuntungan demi kepentingan sendiri.
44
 
Pendampingan ini dilakukan di Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat 
Kabupaten Simeulue. Adapun pendampingan ini bersifat partisipatoris, yang 
terfokus pada pengembangan kreatifitas dan kemandirian masyarakat nelayan di 
Desa Salur. Pengembangan kreatifitas ini berupa peningkatan skill dan 
                                                                                                                                     
42
 Ibid, Hal. 82. 
43
 Ibid, Hal. 83. 
44
 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. Aditama, 
2005), Hal.93. 
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kemampuan masyarakat dalam hal meningkatkan kesejahteraan ekonomi, 
sehingga di harapkan dengan adanya kemampuan dan skill ini menjadi perantara 
kemakmuran masyarakat nelayan. 
 
J.  Eksistensi Panglima Laut Dalam Mensejahterakan Ekonomi 
Masyarakat Nelayan 
Secara umum, fungsi Panglima Laot meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan 
keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur 
pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang) dan hak-
hak persekutuan di dalam teritorial lhok diatur dalam Hukum Adat Laot, yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima Laot sebagai pemimpin persekutuan 
masyarakat adat. 
Dalam hukum adat ini, diatur pengeluaran izin penangkapan ikan, baik yang 
diberikan oleh Panglima Laot Lhok maupun oleh pihak yang telah mempunyai hak 
penangkapan ikan terlebih dahulu di wilayah lhok tersebut. Akan tetapi, perizinan yang 
dikeluarkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pawang pukat dan geuchik agar 
tidak merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. 
Selanjutnya dalam kerangka hukum nasional, setiap nelayan harus mengajukan 
izin resmi berlayar dan menangkap ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar 
(Harbourmaster) dan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dengan rekomendasi 
(pas biru) dari Panglima Laot. Namun, meski sudah mengantongi izin tersebut, nelayan 
yang ingin bersandar atau menangkap ikan di dalam wilayah lhok tertentu harus 
mengikuti aturan-aturan hukum adat Laot yang menaungi wilayah tersebut. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian 
Pada penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan sebuah kajian yang 
berfokus pada pelaksanaan qanun tentang Panglima Laut di Desa Salur Kecamatan 
Teupah Barat, hambatan dan kendala panglima laot dalam mensejahterakan 
masyarakat nelayan di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, 
Propinsi Aceh. Adapun lokasi penelitian yang diambil bertempat Desa Salur 
Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue.  
Sehingga yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 
1. Pelaksanaan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat 
yang mengatur tentang Panglima Laôt di Desa Salur Kecamatan Teupah 
Barat. 
2. Hambatan dan kendala panglima laôt dalam mensejahterakan masyarakat 
nelayan di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. 
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan dan 
panglima laot Desa Salur Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. 
 
B. Pendekatan dan Metode Penelitian 
Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kasus, yaitu suatu pendekatan untuk melihat objek penelitian sebagai suatu 
kesatuan yang terpadu agar dapat memperoleh fakta yang meyakinkan. Studi 
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kasus merupakan laporan kejadian, situasi atau perkembangan  secara rinci dan 
lengkap,  berupa life history seseorang, organisasi dan sebagainya. 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis 
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yang 
biasa disebut juga dengan taksonomik research, dimaksudkan untuk eksplorasi 
dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 
mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit 
yang diteliti.1 
 
C. Informan Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 
oleh Spradley dinamakan “Social Situation”atau situasi sosial yang terdiri atas 3 
elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang 
berinterkasi secara sinergis.
2
 Situasi sosial dalam penelitian ini adalah peran 
panglima laot sesuai dengan pelaksanaan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Adat yang mengatur tentang Panglima Laôt di Desa Salur serta 
hambatan dan kendala Panglima Laôt dalam mensejahterakan masyarakat nelayan 
di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. 
Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif bukan di namakan 
responden, tetapi narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam 
                                                          
1
Faisal Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 
2008),. Hal. 20. 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D, (Bandung: Alfabeta, 
2010), Hal.215. 
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penelitian.3 Sehubungan dengan ini, maka informan dalam penelitian ini adalah 
masyarakat nelayan dan panglima laot di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat 
Kabupaten Simeulue.  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam 
penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data4. Adapun 
tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 
1. Observasi 
 Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Karena melalui 
observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. 
Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus 
terang. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan 
terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian.5  
2. Wawancara 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
teknik wawancara (interview) yaitu wawancara terbuka merupakan wawancara 
yang dilakukan dengan subyek menyadari dan tahu tujuan wawancara6 serta  
dengan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang pertanyaannya 
                                                          
3
Ibid.hal.216. 
4
Ibid. Hal.224. 
5
Ibid. Hal. 226. 
6
Bungin,Burhan, Metodologi penelitian Kualitatif, (Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 
2008), Hal.155. 
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tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata lain sangat tergantung dengan 
keadaan atau subjek7 
Sehubungan dengan ini, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat 
nelayan dan panglima laot Desa Salur Kecamatan Teupah Barat Kabupaten 
Simeulue sehingga mendapatkan data atau informasi yang akurat berdasarkan 
kejadian dilapangan.  
3. Dokumentasi 
Dokumentasi Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 
Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 
ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 
misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk 
karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. 
Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 
dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 8 
Untuk lebih melengkapi data yang telah di teliti, selain menggunakan tehnik 
observasi dan wawancara. Peneliti juga melakukan dokumentasi agar data yang di 
dapat  lebih teruji kebenarannya. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan 
dokumentasi terhadap panglima laot dalam mendampingi masyarakat nelayan di 
di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. 
 
 
                                                          
7
Ibid.Hal.156. 
8
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D….Hal.240. 
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dari informan akan dipilih permasalahannya 
secara dekriptif kualitatif yang dilakukan di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat 
Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk mengambarkan secara nyata kegiatan 
atau bentuk pendampingan yang dilakukan panglima laot untuk mensejahterakan 
masyarakat nelayan serta kendala dan tantangannya. Adapun langkah-langkah 
yang dilakukan Pengolahan dan Analisis Data penelitian kualitatif adalah: 
1. Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, 
dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi 
data kasar yang diperoleh. 
2. Penyajian data (data display). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi 
informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini 
adalah dalam bentuk teks naratif. 
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). 
Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan 
mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat 
keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, 
dan proposisi.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
Pulau Simeulue yang terletak di ujung kepulauan Sumatera dan merupakan 
sebuah pulau yang terletak ditengah samudra. Pulau Simeulue juga memiliki 
pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pulau yang berada di tengah-tengah laut yang 
letaknya ber mil-mil dari darat ini, membuat pulau ini cukup susah dijangkau atau 
dikunjungi oleh masyarakat luar, dan untuk mencapai pulau Simeulue ini 
memerlukan waktu yang cukup lama. Jauhnya pulau ini dari masyarakat luar, 
membuat pemandangan di kabupaten Simeuleu masih terlihat alami, terlihat dari 
pantainya yang bersih, pasirnya yang putih, lautnya yang biru, ditambah sejuknya 
pepohonan kelapa yang berada dipinggir pantai tersebut. Beberapa pantai yang 
berombak besar saat  ini juga dimanfaatkan untuk bermain selancar (surfing) 
oleh warga asing. 
Kabupaten Simeulue ini memiliki beberapa pulau kecil dengan ekosistem 
biota laut yang sangat banyak.  Laut Simeulue yang berbatasan langsung dengan 
Samudera Indonesia, Hindia dan perairan dunia yang menjadi lintasan jalur 
pelayaran internasional. Kabupaten Simeulue yang dikeliling laut ini mempunyai 
sumber daya alam dalam sektor perikananan yang cukup menjanjikan, seperti 
budidaya ikan laut, budidaya ikan tawar, budidaya rumput laut, budidaya 
tripang dan budidaya lobster atau dalam bahasa pulau disebut “lahok”. Lobster 
atau lahok yang menjadi primadona kebanggaan Simeulue ini mempunyai nilai 
jual yang tinggi. Lobster juga mempunyai protein  yang  tinggi  ini cukup  
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banyak  peminatnya.  Lobster  juga  di  impor  keluar daerah bahkan sampai 
keluar negeri. 
Simeulue juga mempunyai sumber daya alam dalam bidang pertanian yakni: 
kelapa  sawit,  cengkeh,  kelapa  dan  pinang.    Sekitar  tahun  1981  pulau  Simeulue 
terkenal dengan hasil cengkeh nya yang melimpah. Pada masa itu masyarakat 
Simeulue hidup sejahtera. Tapi beriring waktu hasil cengkeh pun berkurang karena 
kurangnya membudidayakan tanaman cengkeh. Sekarang pemerintah kabupaten 
Simeulue   sedang marak maraknya membudidayakan kebun kelapa sawit yang 
dikelolah oleh pemerintah setempat. Selain sumber daya alam dalam perikanan dan 
pertanian, Simeulue juga memiliki sumber alam dalam bidang potensi peternakan 
contohnya sapi dan kerbau.  Kerbau  merupakan  jenis  hewan ternak  yang  penting 
khususnya di kabupaten Simeulue, kegunaan untuk membajak sawah, dagingnya juga 
bisa dikomsumsi, serta hewan ternak ini juga di impor keluar. 
Letak Simeulue yang jauh dari daratan ini membuat pulau ini kurang dikenal 
oleh masyarakat luar. Tetapi semenjak bencana gempa dan tsumani yang melanda 
Aceh pada tahun 2004 membuat Simeulue mulai terkenal. Letak pulau Simeulue 
yang berada ditengah-tengah laut ini diperkirakan pulau Simeulue telah tenggelam 
karena pusat  gempanya  berada di pulau  Simulue  sendiri.  Tetapi di kabupaten 
Simeulue sendiri  ditemukan  fenomena  yang  ajaib.  Meskipun catatan  menunjukan  
bahwa  di seluruh wilayah Kabupaten simeulue lebih dari 1.700 rumah hancur tersapu 
gelomabang tsunami, akan tetapi jumlah korban jiwa yang meninggal hanya tujuh 
orang. Sedikitnya korban yang ada di Kabupaten Simeulue menjadi pertanyaan besar 
mengapa bisa demikian. Adanya sebuah pemahaman oleh masyarakat Simeulue 
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tentang mengetahui tanda-tanda akan terjadi bencana dan cara mengatasi bencana 
tersebut, membuat masyarakat Simeulue terhindar dari gelombang tsunami. 
Masyarakat pulau Sieulue belajar dari kejadian gempa dan tsunami yang terjadi pada 
beberapa ratus tahun yang lalu, dan mengembangkan istilah sendiri yang dikenal 
dengan smong yang artinya air laut surut dan segera lari kebukit atau ketempat yang 
lebih  tinggi.  Istilah  smong  kembali  diceritakan  kepada  anak  cucu  dan  menjadi 
dongeng yang melekat untuk masyarakat Simeulue. 
Akhir-akhir ini pun pulau Simeulue sekarang banyak diberitakan dilayar 
televisi  karena  pulau  ini  menjadi  pusat  gempa  yang  sering  melanda  
Sumatera. Dampak dari bencana tsnami tersebut   membawa dampak yang cukup 
baik untuk pulau Simeulue. Karena bencana gempa tersebut menjadikan pulau 
Simeulue telah dikenal oleh banyak orang, maka orang luar pun telah banyak 
mengunjungi Simeulue hingga  saat  ini  masih  ada  beberapa  warga  negara  
asing  yang  menetap  di pulau Simeulue. 
Kabupaten Simeulue merupakan daerah yang baru berkembang,  terdiri atas 1 
pulau besar.  Perairan lautnya merupakan bagian dari Samudera Hindia yang 
memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat tinggi.  Sebagian besar nelayan 
merupakan nelayan skala kecil yang berdiam di pesisir dan sangat mengandalkan 
hasil laut.  Pemanfaatan sumber daya ikan membutuhkan kehati-hatian dan kearifan 
dalam pengelolaannya.  Desa Salur,  Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue 
merupakan salah satu Kabupaten yang terkenal dengan sumber daya lautnya  yang 
melimpah.  Situasi ini seharusnya sudah mampu membawa nelayan di Desa Salur, 
Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue keluar dari kemiskinan.  Namun,  
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pada kenyataannya nelayan masih berada pada tekanan kemiskinan. Berdasarkan  
uraian latar belakang di atas maka yang menjadi pokok pertanyaan adalah mengapa 
tekanan kemiskinan masih melingkupi kehidupan nelayan Desa Salur.  
Data statistik menunjukan bahwa upah riil harian yang diterima seorang 
buruh tani (termasuk buruh nelayan) hanya sebesar Rp. 35.000 per hari.  Jauh lebih 
rendah jika dibandingkan dengan upah nominal harian seorang buruh bangunan biasa 
(tukang bukan mandor) Rp.  50.000 per hari. Hal ini perlu menjadi perhatian 
mengingat ada keterkaitan erat antara kemiskinan dan pengelolaan wilayah  pesisir.  
Sumber daya ikan adalah salah satu sumber daya ekonomi.  Oleh karena itu sumber 
daya ikan merupakan modal bagi pembangunan bangsa Indonesia , khususnya daerah 
Kabupan Simeulue,  Desa Salur sebagai sumber daya yang bersifat dapat pulih 
kembali dan yang merupakan modal pembangunan ekonomi,  maka sumber daya 
ikan tersebut harus dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan batas-batas 
pemanfaatannya disesuaikan dengan daya dukung sumber daya ikan dan daya 
tampung suatu perairan.   
 
B. Pelaksanaan Qanun Panglima Laut di Desa Salur Kecamatan Teupah 
Barat.  
Struktur adat ini mulai diakui keberadaannya dalam tatanan 
kepemerintahan daerah sebagai organisasi kepemerintahan tingkat desa di 
Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1977 (Surat Keputusan Bupati Aceh Besar No. 
1/1977 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh 
Besar). Akan tetapi, fungsi dan kedudukannya belum dijelaskan secara detail. 
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Pada tahun 1990, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh menerbitkan 
Peraturan Daerah No. 2/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat 
Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat, yang 
menyebutkan bahwa Panglima Laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, 
kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. 
Pasca tsunami 24 Desember 2004, tahun 2006 Panglima Laot mendapat 
pengakuan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(UUPA, pasal 98 – 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf e), kemudian Undang-undang 
tersebut dijabarkan kedalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan 
Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang 
Lembaga Adat. Pada tahun yang sama, Panglima Laot diterima menjadi anggota 
World Forum of Fisher People (WFFP) pada tahun 2008. 
Pelaksanaan qanun panglima laot di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat 
Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh dalam penelitian ini adalah: 
1. Patroli Laut 
Patroli merupakan bentuk tindakan pencegahan yang dilaksanakan dengan 
cara pengontrolan terhadap laut yang dilakukan oleh Panglima Laot bekerjasama 
dengan pihak Kepolisian yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk 
memeriksa dan memastikan area dalam keadaan aman dari pencurian ikan dari 
pihak luar. Patroli ini dilakukan ketika ada informasi dari masyarakat baik 
masyarakat nelayan maupun masyarakat non nelayan. Adapun jadwal patroli 
dilakukan secara acak agar jangan sampai jadwal patroli dapat diprediksi oleh 
pihak yang ingin memasuki daerah Kelautan Simeulue terutama daerah Desa 
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Salur. Patroli dilakukan di sepanjang garis pantai seputar wilayah Desa Salur 
Kecamatan Teupah Barat sepanjang 12 mill dari garis pantai. Alasan 
dilakukannya patroli  adalah akibat seringnya penggunaan pukat harimau yang 
berskala besar sehingga ikan ikan kecil terkena jaring, pencurian ikan secara ilegal 
baik orang asing maupun di luar daerah kepulauan Simeulue.  
Tidak hanya melakukan pencurian ikan tapi melakukan pemboman ikan 
sehingga membuat habitat laut mati dan terumbu karang tempat ekosistem laut 
menjadi musnah maka perlunya patroli agar tidak terjadi seperti pencurian dan 
pemboman ikan. Karena seringnya terjadi pemboman ikan di kepulauan Simeulue 
membuat para nelayan teradisional kesulitan untuk mendapatkan ikan, hal ini 
dikarenakan ikan yang ingin dipancing sudah menjauh sehingga para nelayan 
teradisonal susah untuk mendapatkan ikan.  
Menurut wawancara dengan Panglima Laot, Patroli ini dilakukan oleh 
Panglima Laot bekerjasama dengan pihak Polisi Air Wilayah Kecamatan Teupah 
Barat. Adapun pelaksanaan patroli tersebut dilakukan oleh panglima laot, yaitu 
dengan mengawasi seluruh perairan laut dalam wilayah Desa Salur Kecamatan 
Teupah Barat, sesuai dengan laporan dari masyarakat nelayan. Dan patroli ini 
menggunakan Speed Boat super cepat sebagai alat patroli yang dilengkapi dengan 
senjata api yang dimiliki oleh pihak berwenang.
1
 Dengan melakukan patrol panglima 
laut telah melaksanakan qanun panglima laot di Desa Salur Kecamatan Teupah 
Barat Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh. 
 
                                                          
1
 Hasil wawancara dengan Panglima Laot Wilayah Teupah Barat, tanggal 10 Agustus 
2016. 
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2. Penyelesaian Sengketa antara Tengkulak dengan Nelayan 
Peran panglima laot selanjutnya adalah membantu penyelesaian sengketa 
yang terjadi antara tengkulak dengan nelayan yang berada di Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) yang berada di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat Kabupaten 
Simeulue. Dalam hal ini penulis berhasil mewancarai tokoh masyarakat dan 
panglima Laot yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 
Penyelesaian sengketa merupakan menyelesaikan konflik atau 
percekcokan, perselisihan atau pertentangan antara pihak satu dengan pihak lain, 
dalam hal ini sengketa yang terjadi antara pihak tengkulak dan nelayan. Sengketa 
ini terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) desa Salur Kecamatan Teupah Barat 
Kabupaten Simeulue. Penyelesaian sengketa antara Tengkulak dan nelayan 
dilakukan di rumah kediaman Panglima Laot desa Salur Kecamatan Teupah Barat 
Kabupaten Simeulue. Untuk menghindari adanya dendam antar tengkulak dan 
nelayan maka dilakukan penyelesaian sengketa tersebut secara adat, hal ini 
bermaksud untuk mengembalikan dan memulihkan keseimbangan yang bertujuan 
untuk menghubungkan kembali rasa persaudaran antara pelaku dengan korban. 
Sengketaan ini terjadi antara pihak Tengkulak dan nelayan yang disebabkan 
perselisihan pendapat atau hal lain yang menyebabkan terjadinya sengketa.  
Berdasarkan wawancara dengan panglima laot, metode penyelesaian 
sengketa yang digunakan oleh Panglima Laot di Desa Salur Kecamatan Teupah 
Barat Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut. 
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1. Panglima laot mendapat laporan dari masyarakat.  
2. Panglima Laot sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan, 
dengan cara memanggil/mendatangi pihak atau kedua belah pihak yang 
bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab 
sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk 
mengakhiri sengketa. Biasanya Panglima Laot melibatkan perangkat desa 
setempat. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat proses 
mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat cepat diselesaikan 
secara damai.  
3. Panglima Laot menesahati kedua belah pihak agar persoalan tersebut 
jangan dibawa ke tingkat pengadilan negara agar tidak menimbulkan 
dendam di kemudian hari.  
4. Bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternative 
penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan 
bahasa agama dan bahasa adat, agar kesepakatan damai dapat terwujud. 
Bila kedua belah pihak bersepakatan untuk berdamai dengan sejumlah 
tuntutan masing-masing yang mungkin dipenuhi, maka mediator dapat 
mengusulkan untuk menyusun pernyataan damai di depan para tokoh adat 
dan kerabat dari kedua belah pihak.  
5. Bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat 
tersebut dapat mengadakan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari 
pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat. 
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Dengan demikian, maka berakhirlah proses mediasi dalam masyarakat 
hokum adat.  
6. Apabila proses perdamaian dengan system musyawarah tidak bisa 
dijalankan, baru kedua belah pihak di bawa kepersidangan/peradilan 
Hukum adat laot.  
7. Panglima laot membuat surat pernyataan yang berisi tentang tidak akan 
mengulangi perselisihan tersebut, surat pernyataan ini ditandatangani oleh 
kedua belah pihak dengan disaksikan oleh panglima laut dan aparat desa 
setempat
2
.  
Dengan melakukan serangkaian proses penyelesaian sengaketa tersebut, 
Panglima Laot telah menjalankan qanun panglima laot di Desa Salur Kecamatan 
Teupah Barat Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh. 
3. Pendampingan Masyarakat Nelayan  
Pendampingan Masyarakat Nelayan merupakan suatu interaksi antara 
Panglima Laot dan Masyarakat Nelayan secara kontinue. Pendampingan ini 
dilakukan pada saat masyarakat nelayan memerlukan informasi yang berkaitan 
dengan kendala-kendala pada saat proses pengurusan simpan pinjam di bank.  
Berdasarkan wawancara dengan Suar, masyarakat nelayan Desa Salur, 
Panglima Laut secara langsung melakukan pendampingan terhadap masyarakat 
nelayan. Pendampingan ini dilakukan di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat 
Kabupaten Simeulue. Alasan dilakukan pendampingan karena masyarakat nelayan 
masih awam dan tidak memahami prosedur pengurusan simpan pinjam di bank. 
                                                          
2 Hasil wawancara dengan Panglima Laot Wilayah Teupah Barat, tanggal 10 Agustus 
2016. 
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Panglima laut dalam menjalankan proses pendampingan dilakukan dengan cara 
bertemu langsung dengan pihak-pihak terkait, termasuk pihak peminjam modal 
dan juga pihak perbankan
3
. Dengan adanya pendampingan tersebut, panglima laot 
telah menjalankan qanun panglima laot di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat 
Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh. 
4. Penyuluhan Panglima Laot terhadap Masyarakat Nelayan  
Penyuluhan Panglima Laot terhadap masyarakat nelayan merupakan 
pemberian informasi seputar laut dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat 
nelayan. Penyuluhan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 
oleh Panglima Laot. Penyuluhan ini dilaksanakan di desa Salur dan penyuluhan 
dilaksanakan di rumah panglima laot. Penyuluhan ini sangat penting bagi masyarakat 
nelayan agar bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan aktifitasnya untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bila menyalahi aturan adat setempat. 
Menurut wawancara dengan Joni, penyuluhan ini dilakukan oleh Panglima Laot 
dengan cara menyesuaiakan dengan keadaan musim laut, antara lain dengan 
memberikan gambaran tentang bahaya menangkap ikan pada musim-musim tertentu. 
Panglima Laot secara langsung memberikan penyuluhan terhadap masyarakat 
nelayan yang berada di Desa Salur
4
. Dengan dilakukan penyuluhan tersebut, 
panglima laot telah menjalankan qanun panglima laot di Desa Salur Kecamatan 
Teupah Barat Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh. 
 
C. Kendala dan Tantangan  Panglima Laot  
                                                          
3 Hasil wawancara dengan Suar, masyarakat nelayan  Desa Salur, tanggal 10 Agustus 
2016. 
4 Hasil wawancara dengan Joni,  masyarakat nelayan  Desa Salur, tanggal 10 Agustus 2016. 
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Peran Panglima laot sebagai pendamping masyarakat memungkinkan 
panglima laot dalam mensejahterakan masyarakat nelayan dengan kebijakan dan 
aturan-aturan yang panglima laot berlakukan. Namun sebagian kegiatan dan 
aturan yan diberlakukan demi kesejahteraan masyarakat nelayan tidak terealisasi 
dengan baik sehingga hal ini menjadi kendala dan tantangan  panglima laot di 
Desa Salur Kecamatan Teupah Barat dalam mensejahterakan kehidupan 
masyarakat nelayan. Adapun kendala dan tantangan tersebut adalah sebagai 
berikut. 
 
1. Koordinasi 
Dalam usaha penangkapan ikan di laut oleh nelayan tradisional, nelayan  
pancing dan nelayan jaring di Desa Salur selalu melakukan koordinasi dengan 
lembaga Panglima Laot,  mengingat di laut Simeulue sering terjadi bom ikan yang 
dilakukan nelayan luar dan pencurian ikan. Koordinasi yang dilakukan antara 
panglima laut dan nelayan adalah memberi informasi tentang pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi di laut saat penangkapan ikan baik nelayan lokal atau 
nelayan asing. 
Berdasarkan wawancara dengan Panglima Laot, kegiatan mengkoordinasi 
setiap usaha penangkapan ikan dilaut oleh Panglima Laot dengan cara meminta 
masyarakat memberi informasi bila ada hal yang terjadi dalam usaha penangkapan 
ikan di laut seperti ada nelayan menggunakan bom ikan baik yang dilakukan 
nelayan asing atau bukan maka nelayan tersebut harus melaporkan kepada  
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Panglima Laot
5
. Laporan nelayan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Panglima 
Laot  ke pihak keamanan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Simeulue untuk diambil tindakan/sanksi adat dan hukum Negara.   
Dalam konteks ke Acehan, keberadaan bom ikan menjadi masalah besar 
sekaligus tantangan terhadap pelaksanaan hukum adat laut di daerah ini. Hukom 
adat laot sendiri merupakan aturan lokal yang dijamin oleh hukum nasional di 
negara Indonesia. Apalagi, hukum nasional sendiri juga melarang jenis 
penangkapan tersebut.  Jelas dari gambaran di atas tentang adat laot bahwa hukôm 
adat laot dan hukum nasional masih terkendala dalam pelaksanaannya.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik 
perikanan, diatur dalam pasal 86 sampai pasal 101. adapun delik perikanan ini 
terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan 
ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan 
delik usaha perikanan tanpa izin.  
Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau 
cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan 
kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan 
secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan 
merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai 
akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula 
                                                          
5 Hasil wawancara dengan Panglima Laot  Wilayah Teupah Barat, tanggal 11 Agustus 2016. 
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akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan 
kepunahan. 
Potensi yang begitu luas laut Simeulu terancam punah. Belum terlihat 
usaha keras ke arah perbaikan ekosistem laut yang mengalami kerusakan, maka 
tidak mengherankan bila nelayan hidup miskin di tengah potensi laut yang luas. 
Sehingga nelayan harus bekerjasama dengan berkoordinasi dengan pawang laot 
bila melakukan usaha penangkapan ikan dan melaporkan hal-hal yang 
mengancam ekosistem laut dan produksi hasil tangkapan nelayan. 
Namun menurut Panglima Laot, tidak semua nelayan mau berkoordinasi 
dan melaporkan setiap peristiwa yang mengancam kesejahteraan masyarakat, 
seperti masalah pemboman ikan atau keberadaan kapal asing di wilayah 
teritorial Indonesia, sehingga sulit bagi panglima laot untuk mengatasi 
permasalah tersebut. Dalam hal ini sikap masyarakat terlalu pasif dan acuh 
pada setiap kapal asing yang lalu lalang, sehingga informasi keberadaan kapal 
asing yang menangkap ikan dengan trawl (pukat harimau) atau pengebom ikan 
tidak sampai ke panglima laot.  
Padahal menurut penglima laot, setiap informasi tentang keberadaan kapal 
asing dan pemboman ikan akan ditindaklanjuti ke pihak keamanan dan Dinas 
Kelautan dan Perikanan
6
. Sebenarnya Informasi yang diberikan nelayan tentang 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di laut akan membantu masyarakat 
mendapatkan keadilan dengan diamankan pihak-pihak yang melakukan tindakan 
                                                          
6 Hasil wawancara dengan Panglima Laot Wilayah Teupah Barat, tanggal 13 Agustus 2016 
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pidana. Sehingga nelayan akan mendapatkan produksi perikanan yang lebih 
banyak dan pendapatan masyarakat nelayan pun meningkat.  
Selain itu, masyarakat sering menutupi penyelundupan ikan yang 
dilakukan di tengah laut antara nelayan dan pihak pembeli dari luar Aceh. Adanya 
transaksi tersebut membuat harga ikan menjadi mahal. Tidak adanya koordinasi 
yang dilakukan nelayan terhadap panglima laot menjadi kendala dan Tantangan  
bagi Panglima Laot di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat dalam 
mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan.  
2. Penyelesaian Perselisihan atau persengketaan  
 Peran Panglima Laot dalam menyelesai perselisihan antar nelayan dengan 
tengkulak. Untuk mengambil tindakan menyelesaian perkara peselisihan/sengketa 
tesebut, Panglima Laot berpedoman sesuai dengan hukom adat laot, sehingga 
keseimbangan yang telah terganggu tadi dapat normal kembali.  
Sengketa yang sering terjadi pada nelayan Desa Salur yaitu sengketa yang 
terjadi antara nelayan dan tengkulak, seperti saat tawar menawar ikan. Adat 
penawaran ikan di Simeulu bila penawar satu belum menyelesaikan proses tawar 
menawar maka penawar dua tidak boleh ikut menawar sampai proses penawaran 
oleh penawar satu berakhir. Bila hal ini dilanggar maka akan terjadi sengketa. 
Oleh karena itu panglima laot akan turun tangan untuk menyelesaikannya. 
Selain itu, sengketa yang sering terjadi adalah sikap tengkulak yang tidak 
memutuskan harga ikan yang ditawarkannya, nelayan yang ikannya ditawar 
menunggu keputusan tengkulak untuk membeli hasil tangkapannya, tetapi 
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tengkulak membeli ikan dari nelayan lain
7
. Ikan nelayan pertama yang ditawar 
dan tidak jadi dibeli akan terbengkalai dan merugi. Akhirnya terjadi perselisihan 
karena permasalahan tersebut.  
Demikian dalam setiap hukom adat laot akan diselesaikan oleh Panglima 
Laot. Terhadap putusan  Panglima Laot, jika menurut salah satu pihak belum 
memenuhi rasa keadilan, maka oleh pihak yang bersangkutan dapat menyerahkan 
keputusan itu kepada Pengadilan Negeri, namun sejauh ini belum ada kasus yang 
dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.   
Untuk menyelesaikan perkara perselisihan dalam hukom adat laot. 
Lembaga Panglima Laot  akan menetapkan hari sidang pada hari Jum’at. Hari 
sidang tersebut dinamakan persidangan hukom adat laot. Dalam pengambilan 
keputusan lembaga Panglima Laot memanggil kedua belah pihak yang 
bersengketa untuk hadir dengan menyertai saksi-saksi. Saksi ini yang akan 
memberikan keterangan dalam persidangan tersebut. Sebelum memberikan 
keterangan para saksi-saksi jika dirasa perlu mengangkat sumpah terlebih dahulu 
menurut ajaran agama Islam. 
Dengan diadakan sidang tersebut, maka semua masyarakat mendapatkan 
keadilan dalam memperoleh hak-haknya, sehingga pendapatan masyarakat 
nelayan sesuai dengan apa yang diusahakan dan dapat mencapai taraf 
kesejahteraan. Namun panglima laot memiliki kendala dan Tantangan  dalam 
mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan di Desa Salur Kecamatan Teupah 
Barat dari aspek penyelesaikan perselisihan/sengketaan yang terjadi di antara 
                                                          
7 Hasil wawancara dengan Panglima Laot Wilayah Teupah Barat, tanggal 13 Agustus 2016 
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sesama anggota nelayan atau kelompoknya karena tidak adanya fasilitas (kantor) 
untuk menggelar sidang, sehingga sidang harus digelar di rumah Panglima Laot.  
Selain itu, Panglima Laot kewalahan dalam mengumpulkan massa dan 
saksi untuk persidangan
8
. Masa pengangkatan yang relatif baru dan kurangnya 
sosialisasi yang dilakukan panglima laot membuat masyarakat kurang mendukung 
segala kebijakan yang dilakukan oleh panglima laot. Sehingga pihak-pihak yang 
memiliki kekuasaan akan terus bertindak tidak adil pada nelayan yang lemah. 
Kendala yang dihadapi panglima laot tersebut membuat panglima laot tidak bisa 
melakukan kegiatan-kegiatan yang membela nelayan-nelayan kecil yang tertindas. 
Sehingga ini menjadi kendala dan tantangan panglima laut dalam mesejahterakan 
masyarakat nelayan di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat. 
3. Penghubung Antara Nelayan dengan Pemerintah.  
Peran  Panglima Laot sebagai penghubung antara masyarakat nelayan 
dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, pawang laot dan lain-lainya,  guna 
untuk pengembangan sumberdaya masyarakat nelayan. Sebagai pengayom 
masyarakat nelayan Desa Salur, Panglima Laot  sebagai badan penghubung 
dengan pemerintah, diantaranya usaha yang ditempuh Panglima Laot guna 
meningkatkan taraf hidup nelayan yaitu menjalin hubungan dengan lembaga 
pengkreditan. Lembaga pengkreditan akan membantu mengucurkan kredit kepada 
nelayan dengan memenuhi beberapa syarat salah satunya menyerahkan agunan 
dan tidak memiliki kredit macet.  
                                                          
8 Wawancara dengan Suar, masyarakat nelayan Desa Salur Kecamatan Teupah Barat, 
Tanggal 14 Agustus 2016. 
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Kendala dan tantangan Panglima Laot di Desa Salur Kecamatan Teupah 
Barat dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan dari aspek 
Penghubung Antara Nelayan dengan Pemerintah disebabkan karena sikap mental 
nelayan yang cenderung kurang mendukung ke arah pemberdayaan usaha 
kenelayanan
9
. Hal itu didasari oleh tidak adanya komitmen nelayan untuk 
membayar kredit ke bank, sehingga pihak bank sulit merealisasi modal yang 
diajukan selanjutnya. 
Panglima laot juga membantu nelayan untuk memperoleh alat-alat tangkap 
yang dapat digunakan nelayan dalam menangkap ikan, sehingga hasil tangkapan 
menjadi meningkat dan pendapatan nelayan pun bertambah. Usaha yang ditempuh 
panglima laot adalah dengan mengajukan proposal ke Dinas Kelautan dan 
Perikanan Simeulu. 
Menurut wawancara dengan Panglima Laot, kendala yang dihadapi 
panglima laot adalah dalam penyusunan proposal. Panglima laot tidak memiliki 
fasilitas dalam menyusun proposal seperti kantor, alat kerja seperti komputer atau 
nootbook, dan alat tulis kantor serta kurangnya sumber daya manusia dalam 
melakukan kegiatan administrasi, sehingga proposal harus disusun oleh pihak lain 
yang dianggap mampu
10
. Semua kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan 
proposal dilakukan di rumah panglima laot atau aparatur desa lainnya, sehingga 
penggarapan proposal tidak dapat dilakukan dengan fokus. Padahal pengajuan 
modal usaha pada proposal tersebut akan sangat membantu masyarakat nelayan 
untuk meningkatkan taraf hidup mereka. 
                                                          
9 Hasil wawancara dengan Panglima Laot Wilayah Teupah Barat, tanggal 13 Agustus 2016 
10
 Wawancara dengan Panglima Laot Wilayah Teupah Barat, Tanggal 14 Agustus 2016. 
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4. Pemasaran Lobster 
Panglima laot berperan dalam menghubungkan nelayan dengan 
perusahaan milik menteri Perikanan dan Keluatan RI, Susi Pudjiastuti, dalam 
memasarkan lobster hasil tangkapan nelayan. Perusahaan milik Susi Pudjiastuti 
adalah salah satu penampung lobster di Simeulu. Hasil laut Simeulue jenis lobster 
masih mendominasi permintaan pasar dalam dan luar negeri. Setiap bulannya 
sekitar  lima  ton lobster di sana diekspor ke luar negeri oleh perusahaan milik 
menteri Perikanan dan Keluatan RI, Susi Pudjiastuti
11
. Untuk memenuhi 
konsumen Eropa, Asia dan dalam negeri setiap sekitar lima ton lobster per 
bulannya diangkut ke luar negeri. Harga lobster, untuk di luar negeri disesuaikan 
dengan kurs Dollar Amerika dan untuk dalam negeri dengan harga rupiah. Harga 
lobster tampung dari nelayan Rp 230.000 per kilogram.  
Kendala dan Tantangan  Panglima Laot di Desa Salur Kecamatan Teupah 
Barat dalam pemasaran lobster terjadi karena sebagian nelayan memperoleh 
lobster dengan ukuran kecil sehingga tidak dibeli oleh perusahaan Susi 
Pudjiastuti. Sebagian nelayan akhirnya tidak lagi menjual lobster pada penampung 
Susi Pudjiastuti walaupun ukurannya besar dan lebih memilih menjualnya pada 
tengkulak meski dengan harga yang lebih murah
12
. Padahal panglima laot bisa 
menghubungkan nelayan dengan pihak penampung Susi dengan harga yang lebih 
tinggi sehingga pendapatan masyarakat nelayan lebih meningkat, namun nelayan 
merasa kurang yakin bahwa hasil tangkapannya memenuhi syarat ukuran yang 
ditetapkan. 
                                                          
11
 Habadaily.com. 27 Agustus 2015 (diakses tanggal 13 Februari 2017) 
12 Wawancara dengan Joni, masyarakat nelayan Desa Salur Kecamatan Teupah Barat, 
Tanggal 14 Agustus 2016. 
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5. Pembangunan  Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
Panglima laot melakukan kerjasama dengan camat setempat untuk 
membangun TPI di Desa Salur. Camat akhirnya membuat pengurusan ke 
pemerintah kabupaten hingga terbentuk sebuah TPI di Desa Salur. Panglima laot 
melakukan rekapitulasi data tentang kenelayanan dan alat tangkap, sehingga Desa 
Salur memenuhi syarat untuk dibangun sebuah TPI. Dengan dibangunnya TPI di 
Desa Salur, nelayan setempat dapat melakukan pengelolaan hasil tangkapan dan 
pemasaran dengan mudah karena tersedianya fasilitas penampungan dan 
pemasaran yang memadai. 
Berdasarkan wawancara dengan Panglima Laot, kendala dan tantangan 
panglima laot dalam melakukan pengurusan pembangunan TPI adalah tidak 
adanya dokumentasi yang akurat tentang kenelayanan dan alat tangkap
13
. Hal itu 
terjadi karena panglima laot tidak memiliki fasilitas untuk membuat dan 
menyimpan semua dokumen yang diperlukan tersebut, sehingga saat diperlukan 
sebagai syarat administrasi pembangunan TPI harus di rekap ulang dengan data 
yang seadanya. 
6. Kegiatan-kegiatan Pembangunan   
Panglima laot bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan-kegiatan 
pembangunan demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat nelayan, seperti 
pembuatan jalan menuju TPI, membangun TPI, Pelabuhan tempat berlabuh 
perahu Nelayan, Pengadaan perahu nelayan dan jalan-jalan yang dapat 
menghubungkan desa yang satu dengan desa-desa yang lain. Hal itu dapat 
                                                          
13 Wawancara dengan Panglima Laot Wilayah Teupah Barat, Tanggal 14 Agustus 2016. 
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terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Untuk terlaksananya kegiatan tersebut 
Panglima Laot menetapkan rencana kerja bersama-sama dinas kelautan dan 
perikanan dan tokoh masyarakat yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. 
Untuk mematangkan program kerja tersebut Panglima Laot mengadakan beberapa 
kali pertemuan.  
Menurut wawancara dengan Tuan Sakur, pertemuan-pertemuan hyang 
dilakukan belum menjamin bisa berjalannya kegiatan tersebut secara baik, karena 
di lapangan tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti sulitnya 
menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong, banyak masyarakat nelayan 
sibuk dengan urusan pribadinya
14
.Sikap masyarakat yang kurang kompak dalam 
pembangunan menjadi kendala dan tantangan bagi panglima laot dalam 
melakukan program kegiatan tersebut. Padahal program kegiatan pembangunan 
tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam mencari rezeki yang nantinya juga 
akan meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Kendala dan tantangan 
tersebut membuat panglima laot tidak bisa membantu masyarakat untuk hidup 
sejahtera. 
7. Melestarikan Ekosistem Perikanan.   
Panglima laot mengupayakan agar masyarakat memiliki volume hasil 
tangkapan yang tinggi dengan tetap memelihara kelangsungan ekosistem laut. 
Cara yang ditempuh panglima laot yaitu dengan menjaga/mengawasi agar pohon-
pohon di tepi pantai tidak ditebang. Hutan pantai disebut juga vegetasi litoral yang 
berkembang di wilayah pasang-surut pesisir berperairan masin dangkal dengan 
                                                          
14 Wawancara dengan Tuan Sakur, masyarakat nelayan Desa Salur Kecamatan Teupah 
Barat, Tanggal 14 Agustus 2016. 
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substrat air atau karang.  Vegetasi di perairan dangkal dekat pantai didominasi 
oleh lamun dan ganggang laut.  
Penebangan hutan baik hutan darat maupun hutan pantai secara berlebihan 
tidak hanya mengakibatkan berkurangnnya daerah resapan air, abrasi, dan 
bencana alam seperti erosi dan banjir tetapi juga mengakibatkan hilangnya pusat 
sirkulasi dan pembentukan gas karbon dioksida (CO2) dan oksigen O2 yang 
diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya. 
Fungsi dan peran ekosistem hutan sangat penting sebagai tempat untuk 
memijah, mengasuh anak, berlindung serta mencari makan bagi berbagai jenis 
ikan. Oleh karena itu, kelestariannya harus dijaga.  Penurunan kualitas dan 
kuantitas ekosistem hutan akan mengancam kelestarian habitat tersebut dan 
selanjutnya akan mengancam kehidupan fauna. Bila ekosistem perikanan 
terancam punah, masyarakat akan mengalami penurunan hasil tangkapan dan juga 
akan menurunkan pendapatan nelayan. 
Berdasarkan wawancara dengan Panglima Laot, kendala dan tantangan 
panglima laot di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat dalam mensejahterakan 
kehidupan masyarakat nelayan dari aspek melestarikan ekosistem perikanan 
disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat nelayan yang tidak setabil dalam 
usaha penangkapan ikan di laut sehingga panglima laot tidak bisa mencegah 
nelayan yang ingin menebang pohon-pohon di hutan sekitar pantai untuk 
kebutuhan kayu bakar
15
. Masyarakat membutuhkan kayu bakar untuk memasak 
sebagai pengganti bahan bakar minyak dan gas. 
                                                          
15 Wawancara dengan Panglima Laot Wilayah Teupah Barat, Tanggal 14 Agustus 2016. 
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Kebutuhan yang berhubungan dengan kayu akan diatasi oleh masyarakat 
nelayan dengan menebang pohon di sekitar pantai sehingga masyarakat nelayan 
yang memiliki pendapatan rendah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli 
bahan bakar minyak dan gas. Hal-hal tersebutlah yang menjadi kendala dan 
tantangan bagi panglima laot dalam mensejahterakan masyarakat nelayan dari 
aspek pelestarian ekosistem perikanan. 
 
D. Panglima Laot dan Pengembangan Masyarakat 
Panglima Laot merupakan wadah sekaligus basis masyarakat nelayan lokal 
untuk membangun kesepakatan bersama dalam mengatur dan mengawasi 
pelaksanaan norma dan ketentuan tatacara pengelolaan sumberdaya perikanan 
yang lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan. 
 Meskipun daya pengaruh dan wewenang Panglima Laot cenderung 
tergerus oleh perkembangan sosial politik dan modernisasi di bidang perikanan, 
tetap saja hingga saat ini Panglima Laot merupakan sebuah entitas dan identitas 
masyarakat pesisir Aceh yang keberadaan dan peranannya tidak terbantahkan 
dalam pengembangan perikanan yang lebih berkeadilan dan lestari di Aceh. 
 Panglima Laot adalah salah satu bentuk dan bukti sejarah bangsa 
Indonesia yang masih hidup dan perlu untuk direvitalisasi sekaligus direposisi 
agar peran dan fungsinya akan terus strategis dan kontekstual dengan 
perkembangan perikanan di tingkat lokal, nasional maupun regional (Asia Selatan 
dan Asia Tenggara). 
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 Sejalan dengan itu, Indonesia saat ini terus berjuang, membenahi sektor 
perikanannya agar mampu menjadi solusi jangka panjang bagi keseimbangan 
ekonomi, keberlanjutan sumberdaya lingkungan dan kesejahateraan masyarakat, 
terutama masyarakat pesisir yang notabene direpresentasikan dari kelompok-
kelompok nelayan tradisional dan petambak skala kecil yang sebagian besar 
masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. 
Panglima laot Desa Salur Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue 
Propinsi Aceh telah melaksanaan qanun panglima laot yang mencakup patroli 
Laut, penyelesaian sengketa antara tengkulak dengan nelayan, pendampingan 
masyarakat nelayan, penyuluhan panglima laot terhadap masyarakat nelayan. 
Peran Panglima laot sebagai pendamping masyarakat memungkinkan 
panglima laot dalam mensejahterakan masyarakat nelayan dengan kebijakan dan 
aturan-aturan yang panglima laot berlakukan. Namun sebagian kegiatan dan 
aturan yan diberlakukan demi kesejahteraan masyarakat nelayan tidak terealisasi 
dengan baik sehingga hal ini menjadi kendala dan tantangan  panglima laot di 
Desa Salur Kecamatan Teupah Barat dalam mensejahterakan kehidupan 
masyarakat nelayan. Adapun kendala dan tantangan tersebut adalah koordinasi, 
penyelesaian perselisihan atau persengketaan, penghubung antara nelayan dengan 
pemerintah, pemasaran lobster, pembangunan tempat pelelangan ikan (tpi), 
kegiatan-kegiatan pembangunan, melestarikan ekosistem perikanan.   
 Sementara itu sebuah ironi masih terus terjadi. Maraknya armada dan cara 
penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dan penghancuran 
ekosistem pesisir dan laut telah dan tetap menjadi bagian yang hampir tidak 
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mungkin kita tutupi. Fenomena ini menjadi sebuah gambaran nyata bahwa negara 
dan masyarakat kita sudah sangat terjebak dan masih berkompromi dengan 
kepentingan-kepentingan pemodal dan korporasi hitam yang tidak mau mengenal 
dan menghargai nilai-nilai kearifan lokal dan keadilan sosial. 
 Sebuah keniscayaan. Tantangan dalam membangun perikanan Indonesia 
yang berkelanjutan akhirnya tidak hanya bagaimana mencari terobosan agar ironi 
yang mendera perikanan kita tidak terus berlanjut akut atau hanya cukup 
mempersiapkan instrumen kebijakan yang lebih pro pada pentingnya upaya-upaya 
menjaga keseimbangan dan daya dukung lingkungan.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan Qanun Panglima Laut di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat 
terdiri dari Patroli, Penyelesaian Sengketa antara Tengkulak dengan nelayan, 
Pendampingan Masyarakat Nelayan, Penyuluhan Panglima Laot terhadap 
Masyarakat Nelayan.  
2. Kendala dan Tantangan  Panglima Laot di Desa Salur Kecamatan Teupah 
Barat dalam Mensejahterakan Kehidupan Masyarakat Nelayan terdiri dari 
Aspek: 
a. Koordinasi usaha penangkapan ikan, kendala dan tantangannya yaitu yaitu 
tidak adanya koordinasi masyarakat nelayan dengan panglima laot.  
b. Penyelesaian perselisihan atau persengketaan antara nelayan atau 
tengkulak, kendala dan tantangannya yaitu tidak adanya fasilitas dan 
sulitnya memobilisasikan masyarakat. 
c. Penghubung antara nelayan dengan pemerintah, yaitu sikap mental 
masyarakat yang tidak mau membangun dan pasif. 
d. Pemasaran lobster, kendala dan tantangannya yaitu pesimistik masyarakat 
nelayan terhadap hasil tangkapan lobster. 
e. Pembangunan  Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kendala dan tantangannya 
yaitu tidak adanya dokumentasi yang lengkap. 
f. Kegiatan-kegiatan pembangunan, dan melestarikan ekosistem perikanan 
kendala dan tantangannya yaitu kebutuhan masyarakat akan kayu bakar.   
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B. Saran 
1. Diharapkan kepada panglima laot untuk terus melakukan sosialisasi pada masyarakat 
untuk meningkatkan semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
nelayan sendiri. 
2. Diharapkan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dsalam segala program yang 
dijalankan oleh panglima laot demi kesejahteraan masyarakat nelayan sendiri. 
3. Diharapkan kepada pemerintah agar memperhatikan masyarakat nelayan agar 
kesejahteraan mereka dapat meningkat. 
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1  
QANUN ACEH NOMOR 
10 TAHUN 2008 
TENTANG LEMBAGA ADAT 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 
 
 
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, 
 
 
Menimbang :  a.   bahwa   lembaga   adat   yang   berkembang   dalam   kehidupan 
masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai 
peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma 
adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, 
ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh 
sesuai dengan nilai islami; 
 
b.   bahwa  keberadaan  lembaga  adat  perlu  ditingkatkan  perannya 
guna melestarikan adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud 
pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat 
istiadat; 
 
c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 98 dan Pasal 162 ayat (2) 
huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh jo   Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa 
Aceh, perlu diatur tentang keberadaan lembaga adat; 
 
d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c,   perlu membentuk Qanun   Aceh 
tentang lembaga adat; 
 
 
Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 24   Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan   Provinsi   Sumatera   Utara   (Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1103); 
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3893); 
 
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 
 
4.   Qanun   Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 
tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7); 
 
5.   Qanun   Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 
tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8);
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6.   Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Majelis 
Adat   Aceh   Provinsi   Nanggroe   Aceh   Darussalam   (Lembaran 
Daerah Tahun  2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5); 
 
7.   Qanun  Nomor  3 Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Pembentukan 
Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan 
Lembaran  Daerah  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Tahun  2007 
Nomor 03); 
 
 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan 
GUBERNUR  NANGGROE ACEH DARUSSALAM, 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :    QANUN  ACEH  TENTANG LEMBAGA ADAT. 
 
BAB I KETENTUAN 
UMUM 
 
Pasal 1 
 
Dalam qanun ini yang dimaksud dengan : 
1.     Aceh  adalah  daerah provinsi  yang  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum 
yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  dan  prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 
 
2.     Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan 
masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  dan  prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang 
bupati/walikota. 
 
3.     Pemerintahan Aceh  adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Aceh  dan  Dewan  Perwakilan 
Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 
 
4.     Pemerintahan  kabupaten/kota  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- 
masing. 
 
5.     Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah 
unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari atas Gubernur dan 
perangkat daerah Aceh.
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6.     Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses 
demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil. 
 
7.   Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Pemerintah 
kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah 
kabupaten/kota. 
 
8.     Bupati/walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih 
melalui proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil. 
 
9.     Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk 
oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan 
mempunyai harta kekayaan tersendiri   serta berhak dan berwenang untuk 
mengatur dan mengurus   serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan 
adat Aceh. 
 
10. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA adalah sebuah majelis 
penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai 
tingkat gampong. 
 
11.   Lembaga   Wali   Nanggroe   adalah   lembaga   kepemimpinan   adat   sebagai 
pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. 
 
12. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. 
 
13.   Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum   di bawah kecamatan yang terdiri 
atas  gabungan  beberapa  gampong  yang  mempunyai  batas  wilayah  tertentu 
yang dipimpin oleh Imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di 
bawah camat. 
 
14.   Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada  di 
bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak 
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 
 
15.   Imeum Mukim atau nama lain adalah kepala Pemerintahan Mukim. 
 
16.   Imeum Chik atau nama lain adalah imeum masjid pada tingkat mukim orang 
yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan 
bidang agama Islam dan pelaksanaan syari’at Islam. 
 
17. Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat 
gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, 
melestarikan   adat   istiadat   dan   hukum   adat,   serta   menjaga   keamanan, 
kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
 
18.   Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah  unsur pemerintahan gampong yang 
berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. 
 
19.   Tuha  Peut  Mukim  atau  nama  lain  adalah  alat  kelengkapan  mukim  yang 
berfungsi memberi pertimbangan kepada imeum mukim. 
 
20.   Tuha  Lapan atau nama  lain  adalah  lembaga  adat  pada  tingkat  mukim  dan 
gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik atau nama lain. 
 
21.   Imeum  Meunasah  atau  nama  lain  adalah  orang  yang  memimpin  kegiatan- 
kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, 
pelaksanaan dan penegakan syari’at Islam. 
 
22.   Keujruen Blang atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur 
kegiatan di bidang usaha persawahan.
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23.   Panglima laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat 
istiadat di bidang pesisir dan kelautan. 
 
24.   Peutua Seuneubok atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur 
ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk 
perladangan/perkebunan. 
 
25.   Haria  Peukan  atau  nama  lain  adalah  orang  yang  mengatur  ketentuan  adat 
tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta 
melaksanakan tugas-tugas perbantuan. 
 
26.   Syahbanda  atau  nama  lain  adalah  orang  yang  memimpin  dan  mengatur 
ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk 
kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah. 
 
27. Pawang Glee dan/atau Pawang Uteun atau nama lain adalah orang yang 
memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan 
pelestarian lingkungan hutan. 
 
28. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. 
 
29.   Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi 
pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan 
Syariat Islam. 
 
30.   Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan   yang dilakukan secara berulang kali 
untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh 
masyarakat. 
 
31.   Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga 
adat. 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA ADAT 
 
Pasal 2 
 
(1)    Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan 
penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. 
 
(2)      Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
 
a.  Majelis Adat Aceh; 
b.  imeum mukim atau nama lain; 
c.  imeum chik atau nama lain; 
d.  keuchik atau nama lain; 
e.  tuha peut atau nama lain; 
f.   tuha lapan atau nama lain; 
g.  imeum meunasah atau nama lain; 
h.  keujruen blang atau nama lain; 
i.   panglima laot atau nama lain; 
j.   pawang glee/uteun atau nama lain; 
k.  petua seuneubok atau nama lain; 
l.   haria peukan atau nama lain; dan 
m. syahbanda atau nama lain.
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(3)      Selain lembaga adat sebagaimana dimaksud pada  ayat (2), lembaga-lembaga 
adat lain yang hidup di dalam masyarakat diakui keberadaannya, dipelihara 
dan diberdayakan. 
 
 
 
BAB III 
SIFAT DAN WEWENANG  LEMBAGA ADAT 
 
Pasal 3 
 
Lembaga adat bersifat otonom dan independen  sebagai mitra Pemerintah Aceh dan 
Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya. 
 
 
 
 
Pasal 4 
 
Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1) 
lembaga adat berwenang: 
a.  menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat; 
b.  membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; 
c.  mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; 
d.  menjaga  eksistensi  nilai-nilai  adat  dan  adat  istiadat  yang  tidak  bertentangan 
dengan syari’at Islam; 
e.  menerapkan ketentuan adat; 
f.   menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; 
g.  mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan 
h.  menegakkan hukum adat. 
 
 
 
Pasal 5 
 
Setiap lembaga adat berhak atas pendapatan yang bentuk dan besarnya disepakati 
berdasarkan musyawarah masyarakat adat. 
 
 
 
Pasal 6 
 
Setiap lembaga adat dapat berperanserta dalam proses perumusan kebijakan oleh 
Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya yang 
berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing lembaga adat. 
 
 
 
 
BAB IV 
ORGANISASI, KELENGKAPAN, DAN TUGAS LEMBAGA ADAT 
 
Bagian Kesatu 
Majelis Adat Aceh 
 
Pasal 7 
 
(1) Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, 
mengkoordinir lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m. 
(2)   Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 
susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh sebagaimana diatur dalam 
Qanun Aceh.
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Bagian Kedua 
Imeum Mukim atau Nama Lain 
 
Pasal 8 
 
Imeum mukim atau nama lain bertugas: 
a.  melakukan pembinaan masyarakat; 
b.  melaksanakan kegiatan adat istiadat; 
c.  menyelesaikan sengketa; 
d.  membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam; 
e.  membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan 
f.   membantu pelaksanaan pembangunan. 
 
 
 
 
Pasal 9 
 
(1) Imeum Mukim atau nama lain dipilih oleh musyawarah mukim. 
(2) Imeum Mukim atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota 
atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim. 
(3) Pembentukan   susunan   organisasi,   kedudukan,   tugas,   fungsi,   dan   alat 
kelengkapan Imeum Mukim atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota. 
 
 
 
Pasal 10 
 
Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Imeum Mukim atau nama 
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun 
Aceh. 
 
 
 
Bagian Ketiga 
Imeum Chik atau Nama Lain 
 
Pasal 11 
 
Imeum Chik atau nama lain bertugas: 
a.  mengkoordinasikan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta 
pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat; 
 
b.  mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan 
dengan pemeliharaan dan pemakmuran masjid; dan 
 
c.  menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari’at 
Islam. 
 
 
 
Pasal 12 
 
(1)  Imeum Chik atau nama lain dipilih dalam musyawarah mukim yang dihadiri oleh 
Imeum  Mukim  atau nama lain,  Tuha  Peut  Mukim  atau nama lain,  Sekretaris 
Mukim atau nama lain, Pemangku Adat, Keuchik atau nama lain, Imeum Masjid 
atau nama lain dan Imeum Meunasah atau nama lain dalam mukim. 
 
(2)  Syarat  dan  tata  cara pemilihan  Imeum  Chik  atau  nama  lain  ditentukan  oleh 
musyawarah mukim.
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Pasal 13 
 
Imeum Chik atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Imeum 
Mukim atau nama lain melalui Camat berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah 
mukim. 
 
 
 
Pasal 14 
 
Imeum Chik atau nama lain berhenti karena : 
a.  meninggal dunia; 
b.  mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri; 
c.  melalaikan tugasnya sebagai Imeum Chik atau nama lain; dan 
d.  melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan Syari’at Islam atau adat 
istiadat. 
 
 
 
 
 
Bagian Keempat 
Keuchik atau Nama Lain 
Pasal 15 
(1)   Keuchik atau nama lain bertugas: 
 
a.  membina  kehidupan  beragama  dan  pelaksanaan  Syari’at  Islam  dalam 
masyarakat; 
 
b.  menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat; 
 
c.  memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong; 
 
d.  menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun 
gampong; 
 
e.  membina dan memajukan perekonomian masyarakat; 
 
f.   memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
 
g.  memelihara   keamanan,   ketentraman   dan   ketertiban   serta   mencegah 
munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat; 
 
h.  mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau 
nama lain untuk mendapatkan persetujuan; 
 
i.   mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha 
peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan; 
 
j.   memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan 
 
k.  menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong. 
 
 
(2)  Keuchik  atau  nama  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  k 
dibantu oleh Imeum Meunasah  atau  nama lain  dan  Tuha Peut  Gampong 
atau nama lain.
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Pasal 16 
 
(1)   Keuchik atau nama lain dipilih secara langsung oleh penduduk gampong melalui 
pemilihan yang demokratis, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil. 
 
(2)   Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Keuchik atau nama lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. 
 
 
 
Bagian Kelima 
Tuha Peut atau Nama Lain 
 
Pasal 17 
 
(1)   Tuha   Peut   Mukim   atau   nama   lain   diangkat   dan   diberhentikan   oleh 
Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim. 
 
(2)   Tuha Peut Gampong atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas 
usulan Imeum Mukim atau nama lain dari hasil musyawarah masyarakat 
gampong. 
 
(3)   Tuha Peut atau nama lain dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang 
merangkap sebagai anggota. 
 
 
 
 
 
 
Pasal 18 
 
Tuha Peut Gampong atau nama lain mempunyai tugas: 
a.  membahas  dan  menyetujui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  gampong  atau 
nama lain; 
 
b.  membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain; 
 
c.  mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain; 
 
d.  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain; 
 
e.  merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain; 
 
f.   memberi  nasehat dan  pendapat  kepada  Keuchik  atau nama lain baik diminta 
maupun tidak diminta; dan 
 
g.  menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat. 
 
 
 
 
Pasal 19 
 
Tuha Peut atau nama lain berhenti karena: 
a.  meninggal dunia; 
 
b.  mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri; 
 
c.  melalaikan tugasnya sebagai Tuha Peut atau nama lain; dan 
 
d.  melakukan  perbuatan  tercela  yang  bertentangan  dengan  agama  atau  adat 
istiadat.
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Pasal 20 
 
Tuha Peut Mukim atau nama lain mempunyai tugas: 
 
a.  menampung   dan   menyalurkan   aspirasi  masyarakat   dalam   penyelengaraan 
pemerintahan dan pembangunan mukim; 
 
b.  merumuskan kebijakan Mukim bersama Imeum Mukim atau nama lain; 
 
c.  memberi nasehat dan pendapat kepada Imeum Mukim atau nama lain baik diminta 
maupun tidak diminta; dan 
 
d.  menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat. 
 
 
 
 
Bagian Keenam 
Tuha Lapan atau Nama Lain 
 
Pasal 21 
 
(1)   Pada tingkat Gampong atau nama lain dan Mukim dapat dibentuk  Tuha Lapan 
atau nama lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. 
 
(2)   Tuha Lapan atau nama lain dipilih melalui musyawarah Gampong atau nama lain 
atau musyawarah mukim. 
 
(3)   Tuha Lapan atau nama lain beranggotakan unsur Tuha Peut atau nama lain dan 
beberapa orang mewakili bidang keahlian sesuai dengan kebutuhan Gampong 
atau nama lain atau Mukim. 
 
(4)   Pengangkatan dan pemberhentian Tuha Lapan atau nama lain serta tugas dan 
fungsinya ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain atau mukim. 
 
 
 
Bagian Ketujuh 
Imeum Meunasah atau Nama Lain 
 
Pasal 22 
 
(1)   Imeum Meunasah atau nama lain dipilih dalam musyawarah gampong atau nama 
lain. 
 
(2)   Pengangkatan dan pemberhentian Imeum Meunasah atau nama lain dilakukan 
oleh Camat atas nama Bupati/Walikota. 
 
(3)   Tata cara dan pemilihan, serta masa jabatan Imeum Meunasah atau nama lain 
ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain setiap 6 (enam) tahun 
sekali. 
 
 
Pasal 23 
 
Imeum Meunasah atau nama lain mempunyai tugas: 
 
a.  memimpin,    mengkoordinasikan    kegiatan    peribadatan,    pendidikan    serta 
pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat; 
 
b.  mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan 
dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain; 
c.  memberi  nasehat  dan  pendapat  kepada  Keuchik  atau nama lain baik diminta 
maupun tidak diminta;
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d.  menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan 
e.  menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari’at 
Islam. 
 
 
 
 
Bagian Kedelapan 
Keujruen Blang atau Nama Lain 
 
Pasal 24 
 
(1)   Keujruen Blang atau nama lain terdiri dari Keujruen Muda atau nama lain dan 
Keujruen Chik atau nama lain. 
(2)   Pengaturan  tugas,  fungsi,  wewenang  dan  persyaratan  Keujruen  Blang  atau 
nama lain ditetapkan dalam musyawarah Keujruen Blang atau nama lain 
setempat. 
 
(3)   Dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  wewenang  sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (2) berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya. 
 
 
 
Pasal 25 
 
Keujruen Blang atau nama lain mempunyai tugas: 
a.  menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah; 
b.  mengatur pembagian air ke sawah petani; 
c.  membantu pemerintah dalam bidang pertanian; 
d.  mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat 
dalam usaha pertanian  sawah; 
e.  memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat 
meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem 
pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan 
f.   menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha 
pertanian sawah. 
 
 
 
 
Pasal 26 
 
Keujruen Blang atau nama lain berhenti karena: 
 
a.  meninggal dunia; 
 
b.  mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri; 
 
c.  melalaikan tugasnya sebagai Keujruen Blang atau nama lain; dan 
 
d.  melakukan  perbuatan    tercela  yang  bertentangan  dengan  syariat  dan  adat 
istiadat.
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Bagian Kesembilan Panglima 
Laot atau Nama Lain Paragraf 
1 
Susunan Organisasi 
Pasal 27 
(1) Panglima Laot atau nama lain terdiri dari : 
a.  Panglima Laot lhok atau nama lain; 
b.  Panglima Laot kabupaten/kota atau nama lain; dan 
c.  Panglima Laot Aceh atau nama lain. 
 
(2) Panglima laot lhok atau nama lain, dipilih oleh pawang-pawang boat lhok atau 
nama lain masing-masing melalui musyawarah. 
 
(3) Panglima Laot kab/kota atau nama lain dipilih dalam musyawarah panglima laot 
lhok atau nama lain. 
 
(4) Panglima  Laot  Aceh  atau nama lain  dipilih  dalam  musyawarah  panglima  laot 
kab/kota atau nama lain setiap 6 (enam) tahun sekali. 
 
 
 
 
Paragraf 2 
Wewenang, Tugas dan Fungsi 
Pasal 28 
(1) Panglima Laot atau nama lain berwenang : 
 
a. menentukan   tata   tertib   penangkapan   ikan   atau   meupayang   termasuk 
menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut ; 
 
b. menyelesaikan  sengketa  adat  dan  perselisihan  yang  terjadi  di  kalangan 
nelayan; 
 
c. menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot lhok atau nama 
lain; dan 
 
d. mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya 
dan  advokasi kebijakan  bidang kelautan  dan perikanan  untuk peningkatan 
kesejahteraan nelayan. 
 
(2) Panglima Laot lhok atau nama lain mempunyai tugas : 
 
a .  m e l a k s a n a k a n ,   m e m e l i h a r a   d a n   m e n g a wa s i   p e l a k s a n a a n   a d a t 
i s t i a d a t d a n h u k u m a d a t l a o t ; 
 
b.  membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan; 
 
c.  menyelesaikan  sengketa  dan  perselisihan  yang  terjadi  diantara  nelayan 
sesuai dengan ketentuan hukum adat laot; 
 
d.  menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut; 
 
e.  memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan 
f.   mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.
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(3) Panglima Laot kab/kota atau nama lain mempunyai tugas: 
a.  melaksanakan  tugas-tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  yang 
bersifat lintas lhok atau nama lain; dan 
b.  menyelesaikan sengketa antar Panglima Laot lhok atau nama lain. 
 
(4) Panglima Laot Aceh atau nama lain mempunyai tugas: 
a.  melaksanakan  tugas-tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  a 
yang bersifat lintas kab/kota; 
b.  memberikan   advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan 
bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain; dan 
c.  mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot. 
 
(5) Fungsi Panglima Laot atau nama lain: 
a.  Panglima Laot lhok atau nama lain dan Panglima Laot kab/kota atau nama lain 
sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan; 
b.  Panglima Laot lhok atau nama lain dan Panglima Laot kab/kota atau nama lain, 
sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan 
c.  mitra  Pemerintah  dalam  menyukseskan  program  pembangunan  perikanan 
dan kelautan. 
 
 
 
 
Paragraf 3 
Organisasi dan Masa Tugas Panglima Laot 
 
Pasal 29 
 
Tatacara pemilihan dan persyaratan Panglima Laot atau nama lain ditetapkan melalui 
musyawarah Panglima Laot atau nama lain. 
 
 
 
Bagian Kesepuluh 
Pawang Glee atau Nama Lain 
 
Pasal 30 
 
(1)   Pawang Glee atau nama lain dipilih oleh masyarakat kawasan hutan. 
 
(2)   Tatacara pemilihan dan persyaratan Pawang Glee atau nama lain ditetapkan 
melalui musyawarah masyarakat kawasan hutan setiap 6 (enam) tahun sekali. 
 
 
 
Pasal 31 
 
Pawang Glee atau nama lain memiliki tugas sebagai berikut: 
 
a.  memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan 
pelestarian lingkungan hutan; 
 
b.  membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan; 
 
c.  menegakkan hukum adat tentang hutan; 
 
d.  mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan 
 
e.  menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.
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Bagian Kesebelas 
Peutua Seuneubok atau Nama Lain 
 
Pasal 32 
 
(1) Peutua Seuneubok atau nama lain dipilih oleh masyarakat kawasan Seuneubok 
atau nama lain. 
 
(2) Tatacara pemilihan dan persyaratan Peutua Seuneubok atau nama lain ditetapkan 
melalui musyawarah masyarakat kawasan Seuneubok atau nama lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 33 
 
(1)   Petua Seuneubok atau nama lain mempunyai tugas: 
a.  mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan Seuneubok 
atau nama lain; 
b.  membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan; 
c.  mengurus  dan   mengawasi  pelaksanaan  upacara   adat  dalam   wilayah 
Seuneubok atau nama lain; 
d.  menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah Seuneubok atau nama 
lain; dan 
e.  melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah  Seuneubok atau 
nama lain. 
 
(2)   Pelaksanaan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikoordinasikan 
dengan pihak-pihak terkait. 
 
 
 
 
Bagian Keduabelas 
Haria Peukan atau Nama Lain 
 
Pasal 34 
 
(1) Haria Peukan atau nama lain dapat dibentuk untuk pasar-pasar tradisional. 
 
(2) Pembentukan Haria Peukan atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk pasar-pasar tradisional yang belum ada petugas Pemerintah. 
 
(3) Dalam hal Haria Peukan atau nama lain telah dibentuk, maka petugas Pemerintah 
yang ditunjuk harus bekerjasama dengan Haria Peukan atau nama lain. 
 
(4) Pembentukan dan pengangkatan Haria Peukan atau nama lain dilakukan oleh 
Camat setelah berkonsultasi dengan tokoh-tokoh pedagang dan Keuchik atau 
nama lain setempat. 
 
 
 
Pasal 35 
 
Tatacara pembentukan, pengangkatan dan persyaratan Haria Peukan atau nama lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) ditetapkan melalui musyawarah 
tokoh-tokoh pedagang dan Keuchik atau nama lain setempat setiap 6 (enam) tahun 
sekali.
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Pasal 36 
 
Haria Peukan atau nama lain mempunyai tugas: 
a.  membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan, dan 
melaksanakan tugas-tugas perbantuan; 
b.  menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan berbagai aktifitas peukan; 
c.  menjaga kebersihan peukan atau nama lain; dan 
d.  menyelesaikan sengketa yang terjadi di peukan atau nama lain. 
 
 
 
Pasal 37 
 
Haria Peukan atau nama lain berhenti karena: 
a.  meninggal dunia; 
b.  mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri; 
c.  melalaikan tugasnya sebagai Haria Peukan atau nama lain; dan 
d.  melakukan  perbuatan    tercela  yang  bertentangan  dengan  syariat  dan  adat 
istiadat. 
 
 
 
 
 
 
Bagian Ketigabelas 
Syahbanda atau Nama Lain 
 
Pasal 38 
 
(1) Syahbanda atau nama lain dapat dibentuk untuk pelabuhan rakyat. 
 
(2) Pembentukan Syahbanda atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan   untuk   pelabuhan-pelabuhan   rakyat   yang   belum   ada   petugas 
Pemerintah. 
 
(3) Dalam hal Syahbanda atau nama lain telah dibentuk, maka petugas Pemerintah 
yang ditunjuk harus bekerjasama dengan Syahbanda atau nama lain. 
 
(4) Pembentukan  dan  pengangkatan  Syahbanda  atau  nama  lain  dilakukan  oleh 
Bupati/Walikota atas usul Panglima Laot atau nama lain dan tokoh-tokoh 
masyarakat setempat setiap 6 (enam) tahun sekali. 
 
 
 
 
Pasal 39 
 
Tatacara pembentukan, pengangkatan dan persyaratan Syahbanda atau nama lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) ditetapkan melalui kesepakatan 
bersama antara unsur Pemerintah dengan Panglima Laot atau nama lain dan tokoh- 
tokoh masyarakat. 
 
 
 
Pasal 40 
 
Syahbanda atau nama lain mempunyai tugas: 
 
a.  mengelola pemanfaatan pelabuhan rakyat; 
 
b.  menjaga ketertiban, keamanan di wilayah pelabuhan rakyat; 
 
c.  menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan rakyat; dan 
 
d.  mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan pelabuhan.
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BAB V 
PEMANGKU ADAT DAN PEMBINAAN LEMBAGA  ADAT 
 
Pasal 41 
 
(1)   Pemangku  Adat mengatur kebijakan dan tata cara pelaksanaan adat dan adat 
istiadat sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga adat masing-masing. 
 
(2)   Pemangku Adat berfungsi sebagai pendamai dalam menyelesaikan masalah 
sosial kemasyarakatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 
 
 
Pasal 42 
 
(1)   Lembaga-lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan 
ayat (3) berada di bawah pembinaan Wali Nanggroe. 
 
(2)   Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Majelis 
Adat Aceh. 
 
(3)   Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut 
oleh Wali Nanggroe. 
 
 
Pasal 43 
 
(1)   Pembinaan   Lembaga   Adat   dalam   bidang   administrasi   dan   keuangan 
dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota. 
 
(2)   Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan bantuan dana 
pembinaan Lembaga-lembaga Adat sesuai dengan kemampuan daerah. 
 
 
 
BAB VI KETENTUAN 
PERALIHAN 
 
Pasal 44 
 
Sepanjang lembaga Wali Nanggroe belum terbentuk, maka tata cara pembinaan 
lembaga-lembaga adat dilakukan oleh MAA. 
 
 
 
Pasal 45 
 
Segala ketentuan yang ada tentang lembaga adat, dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini. 
 
 
 
BAB VII KETENTUAN 
PENUTUP 
 
Pasal 46 
 
Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh   Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dinyatakan 
dicabut.
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Pasal 47 
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini 
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam. 
 
 
 
 
Disahkan di Banda Aceh 
pada tanggal   30 Desember 2008 M 
2 Muharram 1430 H 
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, 
 
 
 
IRWANDI YUSUF 
 
 
 
 
Diundangkan di Banda Aceh 
Pada tanggal   31 Desember 2008 M 
3 Muharram 1430 H 
 
 
 
SEKRETARIS DAERAH 
NANGGROE ACEH DARUSSALAM, 
 
 
 
 
HUSNI BAHRI TOB 
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PENJELASAN 
ATAS 
QANUN ACEH NOMOR 
10 TAHUN 2008 
TENTANG 
 
LEMBAGA ADAT 
 
 
I.   UMUM 
 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah 
memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat 
istiadat  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Pasal  98  Undang-Undang 
tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban 
dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan 
membentuk suatu Qanun Aceh. 
 
Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak 
dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai- 
nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, 
keharmonisasian, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi 
masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama 
sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat. 
 
Untuk meningkatkan peran dan melestarikan lembaga adat, sebagai salah 
satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat 
istiadat perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan 
terhadap lembaga-lembaga adat dimaksud sesuai dengan dinamika dan 
perkembangan masyarakat Aceh. 
 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup Jelas 
 
Pasal 2 
 
Ayat (1) 
 
Cukup Jelas 
 
Ayat (2) 
 
Cukup jelas.
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Ayat (3) 
 
Selain yang tersebut dalam ayat (2) ini, dikenal lembaga adat yang 
mempunyai fungsi yang sama di daerah kabupaten/kota dengan nama 
yang berbeda yang perlu diakui keberadaannya. 
 
 
Pasal 3 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 4 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 5 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 6 
 
Cukup jelas 
 
Pasal 7 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 8 
 
Cukup jelas 
 
Pasal 9 
 
Ayat (1) 
 
Yang dimaksud dengan musyawarah mukim adalah musyawarah 
untuk pemilihan imeum mukim atau nama lain yang dihadiri oleh 
para Keuchik atau nama lain, Imeum Chik atau nama lain, Tuha 
Peut Mukim atau nama lain, Sekretaris Mukim atau nama lain, dan 
Ketua-ketua Lembaga Adat dalam wilayah mukim. 
Ayat (2) 
 
Cukup jelas 
 
Ayat (3) 
 
Cukup jelas 
 
Pasal 10 
 
Cukup jelas 
 
Pasal 11 
 
Cukup jelas 
 
Pasal 12 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 13 
 
Cukup Jelas
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Pasal 14 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 15 
 
Ayat (1) 
 
Huruf K 
 
Yang dimaksud pendamai adalah seseorang yang berfungsi 
sebagai    hakim    perdamaian    dalam    hal    terjadinya 
sengketa/perselisihan. 
 
Pasal 16 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 17 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 18 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 19 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 20 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 21 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 22 
 
Ayat (1) 
 
Penyebutan Imeum Meunasah atau nama lain termasuk Imeum 
Masjid Gampong atau nama lain bagi gampong atau nama lain yang 
tidak mempunyai meunasah atau nama lain. 
Ayat (2) 
 
Penyebutan Imeum Meunasah atau nama lain termasuk Imeum 
Masjid Gampong atau nama lain bagi gampong atau nama lain yang 
tidak mempunyai meunasah atau nama lain. 
Ayat (3) 
 
Penyebutan Imeum Meunasah atau nama lain termasuk Imeum 
Masjid Gampong atau nama lain bagi gampong atau nama lain yang 
tidak mempunyai meunasah atau nama lain. 
 
 
Pasal 23 
 
Penyebutan Imeum  Meunasah  atau  nama  lain  termasuk Imeum  Masjid 
Gampong atau nama lain bagi gampong atau nama lain yang tidak 
mempunyai meunasah atau nama lain.
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Pasal 24 
 
Cukup jelas 
 
Pasal 25 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 26 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 27 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 28 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 29 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 30 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 31 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 32 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 33 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 34 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 35 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 36 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 37 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 38 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 39 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 40 
 
Cukup jelas 
 
Pasal 41 
 
Cukup Jelas
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Pasal 42 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 43 
 
Cukup jelas 
 
Pasal 44 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 45 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 46 
 
Cukup Jelas 
 
Pasal 47 
 
Cukup Jelas 
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